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ABSTRAK

Nama : Yudhi Huang
Program S tu d i: M agister Kenotariatan
Judul : Hak Pengasuhan Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal

Terjadi Perceraian.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi terkadang tujuan membentuk 
suatu keluarga yang kekal tidak dapat di laksanakan karena terdapat perbedaan- 
perbedaan yang tidak dapat lagi di tolerir, sehingga ikatan perkawinan tersebut 
harus terputus. Ketika suatu ikatan perkawinan terputus terdapat akibat-akibat yang 
mengikuti di belakangnya, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak. Faktor- 
faktor apa saja yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah 
umur tidak diberikan kepada pihak ibu dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh 
pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika teijadi 
perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis 
normatif (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data primer berupa 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keluarga dan anak, selain 
didukung dengan data sekunder berupa literatur buku dan tulisan yang di dalamnya 
membahas mengenai keluarga dan anak. Yang kemudian dianalisa secara kualitatif 
dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak 
asuh anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada pihak ayah sehingga 
dapat diketahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang 
menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan 
kepada ibu karena kebiasaan ataupun tabiat ibu yang tidak baik, kondisi lingkungan 
yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan anak tersebut tidak nimbuh dengan 
baik. Hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya 
yang masih di bawah umur ialah dengan cara membuktikan ketidak patutan ibu dari 
anak yang masih di bawah umur tersebut untuk mengasuh, ataupun juga dengan 
cara melakukan persetujuan dengan mantan istri untuk mengasuh anaknya yang 
masih di bawah umur. Sebaiknya perceraian yang teijadi tidak menyebabkan 
perselisihan antara suami-isteri agar kondisi yang tidak harmonis tersebut 
berdampak buruk terhadap anak, selain itu dalam memutuskan kasus perceraian 
hakim dapat meminta bantuan kepada komisi perlindungan anak agar kondisi 
kejiwaan anak lebih terperhatikan.

Kata kunci:
Pengasuhan, Anak, Ayah.
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ABSTRACT

Name : Yudhi Huang
Major : Magister Kenotariatan
Title : Minor Children Custody Right by Father In A Divorce

A marriage according to Article 1 of the Marriage Act, Act Number 1 o f 1974 is 
an internal and physical bond between a man and a woman as the husband and wife to 
form a happy and lasting family based on a faith to God Almighty. Sometimes the 
objective to form a lasting family can not be fulfilled because o f  unsolved differences, 
therefore the matrimony bond can be broken. When the bond is broken there are 
consequences, among other things is child custody. In the researched factors that can 
cause child custody for minor to the father instead o f the mother, and guidelines for the 
father to get the legal custody for a child in a divorce. This research’s methodology is 
Yuridis Normative (Library research) focus on marriage laws. The data sources are 
from secondary data that has been analyze qualitatively which are regulations related to 
child custody right for minor children compare with the regulations applied in reality. 
The result o f  this research for child custody, there are factors that make child custody 
not to be given to the mother, such as bad behavior, unsupported residential 
environment, etc. in order to get the child custody, the father should prove that the 
mother is not suitable to raise the child, or making an arrangement on the child custody. 
A divorce should not be worsen by conflict in court, so it will not add the negative 
effect to the children, and in deciding a divorce case, the judges can ask assistant from 
Child Protection Commission for the best interest o f  the child psychology

Keywords:
Custody, child, father
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BA BI

PENDAHULUAN

A. LATA R BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan antara yangs^tu  

dengan lainnya dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Pada waktu kecil U 

akan berhubungan dengan keluarga yaitu ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Seiring 

dengan bertambah dewasanya seseorang, j /i  akan berhubungan dengan orang-orang 

lain di luar keluarganya yaitu masyarakat.

Pada dasamya kebutuhan manusia di dunia adalah sama, yaitu terdiri dari 

kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Masing-masing kebutuhan ini sama 

nilainya dalam kehidupan manusia, sehingga agar terdapat keseimbangan maka 

kedua kebutuhan tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, guna mempertahankan 

kelangsungan kehidupan yang damai dalam masyarakat.

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, berkembang pula daya pikir 

seseorang. Dari hal tersebut maka dapatlah timbul keinginan untuk hidup bersama 

untuk membentuk suatu persatuan dalam suatu bentuk perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP) adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Jika kita melihat dari dalam pasal tersebut di atas, dapatlah diambil

1
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^esim pulan bahwa tujuan utama dari diadakannya suatu perkawinan ialah untuk 

fticm bentuk rum ah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal untuk selamanya 

^erdasarkan K etuhanan Yang Maha Esa. O leh karena itu dalam menjalani bahtera 

perkaw inan, seseorang (baik itu suami ataupun istri) memiliki hak dan kewajibannya 

fiiasing-m asing sebagai individu yang telah bersatu dalam suatu perkawinan. Selain 

dari tujuan yang telah disebutkan diatas, tentu dalam suatu perkawinan yang 

dilangsungkan terdapat tujuan lainnya yang tidak kalah penting yaitu  memperoleh 

anak  untuk m elanjutkan keturunan kedua orang tersebut.

Hak dan kewajiban seseorang yang telah berkeluarga akan bertambah seiring 

dengan waktu ketika dalam perkawinan tersebut telah di karuniai anak yaitu hak dan 

kew ajiban sebagai orang tua. Kewajiban dari orang tua ialah memelihara, menjaga, 

serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya sehingga anak tersebut tumbuh dan 

berkem bang sebagai anak yang baik budi dan pekertinya.

Dalam suatu perkawinan suami-istri haruslah saling membantu dan 

m elengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk 

mem bantu tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Nam un ad a  saat 

dim ana pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan beijanji untuk setia 

sehidup semati, serta telah memiliki keturunan, tidak dapat mempertahankan 

kebahagiaan dan kebersamaan yang dikarenakan oleh berbagai hal.

Ketika hal tersebut di atas semakin lamt dan tidak dapat diatasi lagi, dalam 

hal ini perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan yang dapat ditempuh 

oleh  pasangan suami-istri tersebut ialah melakukan pengakhiran perkawinan mereka 

dengan cara melakukan perceraian.

2
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Menurut Prof. Subekti “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu” .1

Pasal 38 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas keputusan pengadilan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, (PP No. 9 Tahun 1975) menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan 

dasar untuk melakukan perceraian, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut- 

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;

1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cct. 29, (Jakarta: Internusa, 2001), hal. 42.

3
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rum ah tangga.

Pada dasarnya untuk melakukan suatu perceraian di dalam  sistem hukum 

Indonesia tidaklah mudah, karena seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum 

dari Undang-undang Perkawinan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk 

m em bentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.

Suatu perkawinan maka suami-istri pada hakekatnya diharapkan dapat 

m embentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin 

dapat dihindarkan. Namun bila suami-istri tersebut tidak dapat diharapkan sama 

sekali untuk hidup bersama sebagai suami-istri atau karena ,alasan-alasan tersebut 

yang ditentukan oleh Undang-undang, maka suami-istri tersebut dapat nieiakukan 

perceraian. Jadi perceraian mempakan pengecualian terhadap prinsip kekal abadinya 

perkawinan.2 Dengan kata lain sebenarnya dalam hukum kekeluargaan Indonesia, 

perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan dalam 

suatu perkawinan untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dalam rumah 

tangga tersebut.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang 

berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak dan tidak berhasil.3 Ketika suatu perceraian telah menjadi jalan yang 

memang harus ditempuh dan dimana dalam perkawinan telah terdapat keturunan.

2 W ahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjaricf, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 
Indonesia. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 105.

* Ibid.,
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anak-anak hasil perkawinan diperbolehkan memutuskan untuk berada dalam asuhan 

ayah atau ibunya, ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa.

Proses sidang di pengadilan akan menjadi rumit ketika anak-anak dalam 

perkawinan tersebut masih belum mencapai usia dewasa dan memutuskan akan 

berada dalam asuhan ayah atau ibunya, karena masing-masing pihak yang bercerai 

akan berusaha untuk mendapatkan hak untuk mengasuh anak-anak mereka. Pada 

umumnya anak yang masih di bawah umur hak asuhnya akan diberikan kepada pihak 

ibu, tetapi terdapat juga dimana hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada pihak 

ayah.

Pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan diatur ketentuan:

1. baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- 

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi 

keputusannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum 

memberikan hak kepada kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap 

anak-anak mereka sesudah perceraian. Kedua orang tua mempunyai hak yang sama 

untuk melaksanakan segala kebutuhan anak-anak mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa 

hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak di bawah umur bilamana terjadi 

perceraian antara kedua orang tuanya terutama hak asuh yang diberikan kepada pihak 

ayah.

5
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B. P O K O K  PERM A SA LA H A N

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin 

m erum uskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. A pakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh 

terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu?

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh 

terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian?

C . M E T O D E  PEN ELITIA N

Dalam  menyusun penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan sifat deskriptif 

ditujukan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelom pok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, atau secara 

singkat untuk memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti.4

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian terhadap sistematika 

hukum , yang membahas hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan 

untuk m engasuh dalam proses perceraian. Dalam melakukan penelitian hukum 

norm atif, penulis akan'mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data benipa 

studi dokum en dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang kompeten dan 

berw enang dengan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

dalam  penulisan tesis ini.

4 S ri M amudji, E l a L, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, ( Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

6
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Studi dokumen yang digunakan penulis mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan 

penulisan tesis ini.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan 

mencari artikel, koran, literatur buku-buku dan hasil penelitian atau tulisan 

yang berkaitan dengan tesis yang dibuat penulis.

3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 

ensiklopedia.

Data sekunder tersebut kemudian di olah dan di analisa dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu pengolahan data yang menghasilkan data dari proses analisa yang 

bersifat eksploratif sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang bersifat 

lugas dan kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang terdapat dalam tesis ini.

D. SISTEM A TIK A  PENULISAN

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam beberapa bab untuk 

memudahkan pemahaman terhadap isi dari karya tulis ilmiah ini serta untuk 

memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab I : PENDAHULUAN
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Pada bab pendahuluan karya tulis ilmiah ini di uraikan mengenai 

latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan 

penulis.

Bab II : HAK PENGASUHAN ANAK DI BAW AH U M U R OLEH AYAH

DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN 

Bab ini dibagi oleh penulis secara sistematis m enjadi beberapa sub 

bab yang menguraikan dan menganalisa pokok perm asalahan, yaitu:

1. konsep dasar hukum/ peraturan yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam hukum keluarga, terutam a mengenai 

perceraian.

2. konsep hak asuh yang berlaku di Indonesia,

3. analisa serta interpretasi dari penulis terhadap pokok-pokok 

permasalahan dalam tesis ini.

Bab III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesim pulan dari 

hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan 

sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan 

tersebut akan dikembangkan untuk m emberikan saran-saran 

perbaikan untuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia.
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BAB II

HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR 

DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN

A. TIN JA UAN  UMUM DAN LANDASAN HUKUM PERCERAIAN

1. Konsepsi Pcrceraian

Kehidupan bersama yang kekal dan berbahagia dalam hidup bersama tidak 

dapat dicapai oleh seluruh pasangan suami isteri dalam perkawinan. Sebagian dari 

pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan berjanji untuk setia sehidup 

semati, serta telah memiliki keturunan, akan tetapi tidak dapat mempertahankan 

kebahagiaan dan kebersamaan itu dengan berbagai sebab. Pada umumnya hancurnya 

kerukunan suami isteri dimulai dengan konflik, baik dalam bentuk perselisihan 

terbuka di antara keduanya maupun konflik yang terpendam dalam hati dan a lam 

pikiran masing-masing. Ketika konflik itu mencapai puncaknya dan kehidupan 

bersama dalam perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi maka kedua atau salah satu 

dari pasangan suami isteri itu sampai pada keputusan untuk memutuskan perkawinan 

atau melakukan perceraian.

Menurut Subekti Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan 

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.5 Perceraian merupakan 

bagian dari putusnya perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Undang*

5 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cct.XXIX, (Jakarta: Internusa, 2001), hal 42.
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undang Perkaw inan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak dari pasangan 

suam i isteri tidak diatur secara lengkap dalam Undang-undang Perkawinan terkecuali 

m enetapkannya dalam Pasal 38 sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusnya 

perkaw inan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar karena 

kem atian  adalah suatu hal yang teijadi di luar kemampuan dan bukan suatu hal yang 

dikehendaki, namun kematian itu tidak dapat dihindarkan sehingga mau tidak mau 

teijadi putusnya perkawinan karena kematian6.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan 

pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan tidak m engatur hal itu secara 

terperinci. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut m engatur pembuktian 

tentang telah terjadinya putus perkawinan karena kematian jika seseorang yang telah 

ditinggalkan karena kematian oleh pasangannya itu akan menikah kembali.

Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa Pegawai Pencatat yang 

akan menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti 

apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 

perkawinan menurut undang-undang. Salah satu yang diteliti itu adalah Surat 

Kematian isteri atau suami yang terdahulu sebagaimana diatur dalam  Pasal 6 ayat (2) 

huruf e apabila isteri atau suami yang terdahulu itu telah meninggal dunia atau secara 

hukum dapat dikatakan bahwa pasangan suami isteri terdahulu telah mengalami 

putus perkawinan karena kematian.

6 W ahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjaricf,. Op.Cit.. hal. 103 dan 104.
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Dalam penjelasan Pasal 6 hunif f  PP No. 9 Tahun 1975 diterangkan bahwa 

Surat Kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat 

kediaman suami atai isteri terdahulu. Apabila Lurah/ Kepala Desa tidak dapat 

memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai 

kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah atau keterangan yang 

diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.7

Meninggal dunia dari salah satu pasangan suami isteri dapat teijadi karena 

meninggal secara nyata dalam arti diketahui langsung oleh isteri atau suami dan 

kaum kerabat tetapi juga dapat dinyatakan adanya dugaan hukum yang ditetapkan 

oleh Pengadilan. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf f  yang 

menyatakan bahwa apabila seorang meninggalkan tempat kediaman agak lama tanpa 

mengatur pengurusan kepentingan-kepentingannya, maka peraturan perundang- 

undangan mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil secara bertumt-tumt 

sebagai berikut:8

a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri guna menyelamatkan 

kepentingan-kepentingan yang oleh karena perginya seseorang itu akan 

terlantar, terutama mengenai barang-barang kekayaan orang yang berpergian 

itu dan yang tidak diurus sama sekali.

b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri tentang adanya dugaan hukum bahwa 

seseorang yang berpergian itu sudah meninggal dunia.

7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- 
undang Nomor /  Tahun 1974, L.N. No. 12 Tahun 1975, T.L.N. No. 3050, Penjelasan Pasal 6 huruf f.

* Latif, H.M. Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Cct. I, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1981, hal. 87-88.
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Putusan Pengadilan Negeri mengenai adanya dugaan hukum bagi orang yang 

bepergian sudah meninggal dunia sudah barang tentu akan m enimbulkan akibat 

hukum seperti halnya orang yang telah meninggal dunia secara nyata.

2. Jenis dan A lasan Perceraian

a. Jenis P erceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam  Undang-undang 

Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian 

dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik 

kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:v

1) Cerai talak

Istilah cerai talak disebut oleh penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 

dengan pangaturan tata cara perceraiannya yang diatur dalam  Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 39 

Undang-undang Perkawinan. Cerai talak ini hanya berlaku bagi yang beragam a Islam 

seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan 

bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 

Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di 

tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia berm aksud menceraikan 

istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu.

* K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) hal. 37.
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2) Cerai gugat

Yang dimaksud dengan Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan 

oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan 

dan dengan suatu putusan Pengadilan. Bagi pemeluk agama Islam hanya berlaku 

bagi isteri yang menghendaki cerai dari suaminya.

b. Alasan Perceraian

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkaw inan diterangkan  bahw a 

karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang  kekal dan  

sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk m em persukar 

teijadinya perceraian. Dengan demikian maka untuk m em ungkinkan terjadinya 

perceraian, harus ada a lasan-alasan tertentu serta harus dilakukan d i d epan s idang 

pengadilan.

Mencermati isi penjelasan umum Undang-undang Perkawinan, Prof. 

Wahyono menyimpulkan bahwa prinsip Undang-undang ini sejauh m ungkin 

menghindarkan teijadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam  U ndang- 

undang tersebut dengan pengaturan yang ditentukan hanyalah m erupakan 

pengecualian. Untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu 

serta dilakukan di depan sidang pengadilan.10

Sebagai pengaturan terhadap prinsip mempersukar perceraian sebagaim ana 

hendak diwujudkan oleh Undang-undang Perkawinan maka dalam Pasal 39 Undang-

10 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjanf, Op.Cii., hal. 105.
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undang Perkawinan disebutkan bahwa untuk bercerai harus ada cukup alasan» bahwa 

antara suami-istri itu tidak akan dapat saling hidup rukun sebagai suami istri. 

Mengenai alasan itu melalui Undang-undang Perkawinan kita dapati dalam 

penjelasan resmi terhadap pasal 39 tersebut di atas yang kem udian dituangkan 

kembali secara utuh pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengem ukan bahwa 

alasan-alasan untuk melaksanakan perceraian itu adalah sebagai berikut:11

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar di sembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukum an 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.

f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. T a ta  ca ra  Pcrccraian

Dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut yang dimaksud

"  R. Sardjono, Masalah Perceraian, (Jakarta: Acadcmica, 1979), hal. 20.
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adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri 

bagi yang lainnya (Pasal 63 ( l )  Undang-undang Perkawinan dan Pasal 16 PP No. 9 

Tahun 1975).

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14 

sampai dengan 36 dan di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah dim bah dengan UU No. 3 Tahun 2006 (Undang-undang Peradilan Agama) 

yang m engatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.

a. C era i T alak

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan antara lain bahwa seorang suami 

yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan 

isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan (Agama) di tempat tinggalnya yang 

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan 

alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu  (Pasal 1 4). Didalam penjelasan Pasal 1 4 PP No. 9 Tahun 1 975 ini 

dinyatakan bahwa pasal tersebut berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur 

tentang C erai Talak dan dengan demikian pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi 

bukan penganut agama Islam.

Didalam pasal-pasal tersebut diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan 

isterinya untuk diminta penjelasan.
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2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu 

apabila  terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri 

itu tidak m ungkin lagi didamaikan.

3) Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang 

perceraian  tersebut.

4 ) Perceraian itu teijadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang 

pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah 

dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan 

(6) U ndang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 

lagi didam aikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan 

bahw a perm ohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat 

m engajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrai talak dengan memanggil 

suam i dan isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik 

untuk m engucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri 

atau kuasanya.

Jika isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak 

datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya 

dapat m engucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Sebaliknya jika 

suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang 

penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
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2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu 

apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri 

itu tidak mungkin lagi didamaikan.

3) Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang 

perceraian tersebut.

4) Perceraian itu teijadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang 

pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah 

dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan 

(6) Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 

lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan 

bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat 

mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil 

suami dan isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik 

untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri 

atau kuasanya.

Jika isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak 

datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya 

dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Sebaliknya jika 

suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang 

penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
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wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah 

kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan 

alasan yang sama.

b. G ugatan  C erai

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila 

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat (suami).

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

tergugat (suami). Dalam hal penggugat (isteri) dan tergugat (suami) bertempat 

kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 

26 PP No. 9 Tahun 1975.

Pengaturan tentang tata cara gugatan perceraian diatur juga dalam Undang- 

undang Peradilan Agama yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:12

a. Apabila gugatan perceraian d idasarkan a tas alasan salah satu pihak m endapat 

pidana penjara, sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 

Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang 

menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 

(Pasal 74 Undang-undang Peradilan Agama).

12 Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- 
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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b. Apabila gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) 

untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75 Undang-undang Peradilan 

Agama).

c. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan pertengkaran, maka untuk 

menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang 

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. 

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan 

antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing- 

masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam (Pasal 76 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Peradilan Agama).

d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (isteri) 

atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 

ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak 

tinggal dalam satu rumah (Pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama).

e. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (isteri), 

Pengadilan dapat menentukan naflcah yang ditanggung oleh suami atau 

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 

anak. Atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang 

menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (Pasal 78 

Undang-undang Peradilan Agama).
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Sebagaim ana dikemukakan dalam Pasal 79 Undang-undang Peradilan Agama 

gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya 

putusan Pengadilan.

c. P e rc e ra ia n  Pegaw ai N egeri

Berdasarkan ketentuan PP No.10 Tahun 1983 sebagaim ana telah dirubah 

dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan 

m elakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat, 

dengan ketentuan sebagai berikut.13

I)  Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan 

yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di baw ah ini:

a) Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:

Keputusan Pengadilan;

Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewaa 

yang m elihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh Pejabat yang 

berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat m enurut contoh yang telah 

ditentukan BAKN dengan Surat Edaran Nom or 08/SE/1983 tanggal 26 April 

1983 (Lampiran II A) atau;

- Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan 

tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui 

m em buat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.

13 W ahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjaricf, O p.Cit.% hal. 118*120.
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b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pem adat atau penjudi yang sukar 

disem buhkan yang dibuktikan dengan:

Surat pernyataan 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan 

itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, 

yang  dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BAKN dalam  Surat 

Edaran N om or 08/SE/1983 tersebut.

Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi yang menerangkan bahwa menurut 

hasil pem eriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau 

penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki,

c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kem am puan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala 

Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib 

serendah-rendahnya Camat.

d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang 

dibuktikan dengan Keputusan pengadilan yang telah  mempunyai kekuatan 

hukum tetap.

e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang telah 

membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari 

dokter Pemerintah.

f) Antara suami dan isteri terus menerus teijadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapam untuk hidup rukun lagi dalam  rum ah tangga, yang
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dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa 

yang sah oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

2) Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat m enurut contoh yang ditetapkan

oleh BAKN.

3) Permintaan izin  sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan  salah 

satu atau lebih bahan pembuktian.

4) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha 

lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut. A pabila usahanya tidak 

berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada Pejabat 

melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat 

pertimbangannya itu dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan 

memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam 

mengambil keputusan.

5) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian wajib 

menyampaikannya kepada pejabat selambat-lambatnya 3 bulan melalui saluran 

hierarki, terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.

6) Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan 

terhitung tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu setelah 

sebelumnya berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-isteri tersebut.

7) Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri itu tidak berhasil, maka 

pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan 

pertimbangan yang seksama:
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- A lasan-alasan yang dikem ukan oleh Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan 

sebagai tersebut dalam  Surat Permintaan izin perceraian dan lampiran- 

lam pirannya;

- Petim bangan Yang Diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan;

- K eterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri 

yang  m engajukan permintaan izin perceraian tersebut, apabila ada.

Dari apa yang diuraikan diatas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1980 terjadi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersukar/mempersulit 

terjadinya perceraian. Ketiga perundang-undangan tersebut pada hakekatnya tidak 

m enghendaki terjadinya perceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan ketiga perundang-undangan 

itu hanyalah merupakan pengecualian, artinya perceraian hanya akan diberikan 

apabila sam a sekali tidak mungkin lagi antara suami isteri itu hidup rukun kembali.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan bahwa atasan 

Pegawai Negeri Sipil yang menerima permohonan izin perceraian dari seseorang 

Pegawai N egeri S ipil, w ajib  meneruskannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 

bulan sejak diterimanya, dan  pejabat yang berwenang tersebut, w ajib memberikan 

keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal ia menerima 

permintaan perceraian, adalah untuk kepastian hukum. Keputusan Pejabat dapat 

berupa penolakan pemberian izin dan dapat pula berupa pemberian izin.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila:
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X) B ertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan 

terhadap T uhan YM E yang dihayatinya.

2 )  T id ak  ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 )  B erten tangan  dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.

4 )  A lasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

P erm intaan  izin bercerai dapat diberikan apabila:

a ) T idak  bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;

b )  A da alasan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 diatas;

c ) T idak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d ) A lasan perceraian yang dikeniukan tidak bertentanagn dengan akal sehat.

Penolakan atau pemberian izin perceraian diberikan dengan surat Keputusan 

dari Pejabat. Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut 

contoh sebagaim ana telah ditetapkan BAKN sebagai lampiran V dari Surat Edaran 

N om or 08/SE/1983 tersebut. Surat keputusan pemberian izin perceraian dibuat 

m enurut contoh yang ditetapkan BAKN Lampiran VI dari Surat Edaran Nomor 

08/SE/1983 tersebut.

4. A k ib a t H u k u m  Perceraian

a. A k ib a t h u k u m  terhadap  hubungan suami isteri

Secara umum dapat dikatakan» dengan putusnya perkawinan maka gugurlah 

hak dan kew ajiban diantara suami dan isteri yang telah bercerai itu terkecuali hak- 

hak tertentu yang masih dapat diperoleh dari bekas pasangan hidupnya itu serta
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k ew ajib an -k ew ajib an  terten tu  yang  harus tetap d ilaksanakan  bagi kepentingan bekas 

pasan g an  h idupnya itu w alaupun pasangan suam i isteri itu sudah bercerai.

K edua pasan g an  suam i isteri yang sudah bercerai ini tetap berkew ajiban 

u n tu k  m em elih ara  dan  m endid ik  anak-anaknya sebagai konsekuensi yang  tim bul dari 

k ew ajib an  o ran g  tua y ang  harus m em elihara dan m endid ik  anak-anaknya yang  belum  

dew asa  d a n / a tau  belum  m enikah. Hal ini tetap berlaku w alaupun salah  satu dari 

b ek as  p asan g an  suam i isteri itu tidak m em egang hak  asuh.

B ek as suam i tetap berkew ajiban untuk m em berikan biaya penghidupan 

k ep ad a  b ek as isterinya apabila diwajibkan oleh Pengadilan dan apabila hak  asuh 

d ip eg an g  o leh  bekas isterinya tentunya berikut dengan biaya penghidupan anak- 

anaknya.

B ekas isteri tetap  m em iliki kew ajiban yang  sam a seperti bekas suam inya 

yaitu  m elan ju tk an  kew ajiban  sebelum  teijadinya perceraian  untuk tetap m em elihara 

d an  m en d id ik  anak-anaknya, dan  ikut m em ikul b iaya pem eliharaan dan pendidikan 

an ak -an ak n y a  apab ila  suam inya tidak mam pu untuk m em enuhi sem uanya dan / atau 

P engad ilan  m em utuskannya dem ikian sebagaim ana d ia tu r dalam  Pasal 41 h u ru f a 

dan  b  U ndang-undang  Perkaw inan.

D alam  m erealisasikan  hak dan kew ajiban pasangan  suam i isteri antara yang 

satu  dengan  yan g  lainnya itu bagi Pegaw ai N egeri Sipil d ia tu r tersendiri dalam  

Peratu ran  P em erin tah  No. 10 Tahun 1983 jo . PP N o. 45 T ahun  1990 yang  m em uat
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tentang pembagian gaji diantara bekas suami, bekasisteri dan anak-anak mereka 

setelah pasangan tersebut bercerai sebagai berikut:14

(1) Jika perceraian dilakukan atas kehendak Pegawai Negeri Sipil bekas suami 

m aka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan 

anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang 

bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak atau anak- 

anaknya.

(3) Jika perkawinan pasangan yang bercerai itu tidak memiliki anak maka gaji 

yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada, bekas isterinya 

ialah setengah dari gajinya.

(4) Jika perceraian teijadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian 

penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena 

dim adu dan jika bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu kawin lagi 

m aka hak yang dapat diterima dari bekas suaminya itu hapus terhitung mulai ia 

kaw in lagi.

M Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijiu Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipii. L N. No. 13 Tahun 1983, T.L.N. No. 3250, Psl. 8.
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b . A k ib a t h u k u m  te rh a d a p  h a r ta  b e rsam a

M engenai jen is  harta bersama, muncul pertanyaan, apakah benar semua harta 

yang didapat dalam  perkaw inan antara suami isteri selama berumah tangga adalah 

m erupakan harta bersam a?15

Kalau m em perhatikan asal usul yang didapat suami isteri dapat disimpulkan 

dalam  em pat sum ber, yaitu :16

1) H arta hibah d an h arta w arisan y ang d iperoleh salah s eorang d ari suami atau 

isteri;

2) H arta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah;

3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;

4) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah

seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

M enurut Ismail Muhammad Syah keempat macam sumber harta ini dapat 

digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai 

bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai o leh  masing-masing 

dari suami dan isteri.17

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. 

Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat

15 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia; Perundangan. Hukum Adat dan 
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 115.

16 H.A. Damanhuri H.R., Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, 
(Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 29-34.

17 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian bersama isteri di Acch ditinjau dari sudut Undang- 
undang Perkawinan Nomor I tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi alam Ilmu Hukum, Universitas 
Sumatera Utara, Medan, 1984, hal. 148.

26

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH UI, 2008



ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu 

sam a lain . T injauan ekonom i m enitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari 

segi hukum  menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adakah di bawah 

penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak m enentukan lain.

3) M engenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak.

4) M engenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri m em punyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukuin mengenai harta bendanya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersam a diatur dalam Bab 

XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sam pai dengan Pasal 

97. Pasal 8 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “a d a n y a  h arta  bersama 

dalam  perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta m ilik masing- 

m asing suami atau isteri” .

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kom pilasi Hukum  Islam 

dinyatakan sebagai berikut:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda 

berwujud atau tidak berwujud.
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2) H arta bersam a yang benvujild dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 

bergerak  dan  surat-surat berharga.

3) H arta bersam a yang  tidak berwujud dapat berupa hak m aupun kew ajiban.

4) H arta bersam a dapat dijadikan sebagai barang jam inan  oleh salah satu pihak atas 

perse tu ju an  p ihak  lainnya.

M em perhatikan  pasal-pasal tersebut diatas bahw a yang dianggap sebagai 

harta bersam a adalah  berupa benda m ilik suami isteri yang m em punyai nilai ekonom i 

dan  nilai hukum* yaitu , m em punyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum  yang 

m engatur. H arta  bersam a dapat berupa benda berw ujud yang m eliputi benda 

berg erak  dan  tidak  bergerak seta harta bersam a dapat berbentuk surat-surat berharga 

dan  harta  bersam a dapat.berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kew ajiban.

D alam  literatur hukum , ’’benda adalah terjem ahan dari istilah bahasa Belanda 

Zaak , b aran g  ada lah  teijem ahan dari goog  dan hak adalah terjem ahan dari recht 

M enuru t Pasal 499  K U H  Perdata, pengertian Benda m eliputi barang dan  hak. B arang 

ada lah  benda berw ujud  sedangkan hak adalah benda tak berw ujud. Pada benda 

m elekat suatu  hak. Setiap pem ilik benda adalah ju g a  pem ilik  hak atas bendanya itu. 

Hak a tas  benda m ilik  tersebut hak m ilik yang disingkat dengan m ilik saja’*.18 Jadi 

harta bersam a term asuk  harta m ilik suam i isteri dapat bem pa hak dan kew ajiban 

yang harus d itanggung  suam i isteri.

D alam  U ndang-undang Perkawinan Pasal 37 dikatakan “ Bila perkaw inan 

putus karena perceraian , harta bersam a diatur m enurut hukum nya m asing-m asing” .

18 A bdul K ad ir M uham m ad, Hukum H arta K ekayaan , (B andung: PT C ura  A ditya Bakti 
1994), hal. 10.
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Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dim aksud dengan “hukumnya 

masing-masing** ialah hukum agama, hukum adat dan hukum -hukum  lainnya.

Dalam KUH Perdata dikatakan, mulai saat perkaw inan dilangsungkan secara 

hukum berlakulah kesatuan bulat nyata harta kekayaan suami isteri. Persatuan itu 

sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan 

antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyim pangan dari ketentuan itu, 

suami isteri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam 

Pasal 139 sampai 154 KUH Perdata.

Peijanjian sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebelum 

perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris. 

Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan hukti dalam  persidangan 

Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta baw aan m asing-m asing suami- 

isteri. Jika tidak ada peijanjian kawin yang dibuat sebelum perkaw inan dilaksanakan, 

maka teijadi pembauran semua harta suami dan isteri dan harta suam i dan isteri di 

anggap harta bersama.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan m aka peijanjian yang dibuat 

pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai Pencatat 

perkawinan sebagaimana disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 29 ayat (I)  Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 128 dan 129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali 

perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri 

tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya 

diperoleh. Peijanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan
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sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 35 sampai 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

pengawasan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama 

tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo  Pasal 94 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam, isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau 

isteri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. T idak diperlukan bantuan 

hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing- 

masing suami isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum 

Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami 

iateri karena perkawinan. Baik harta isteri maupun harta suami tetap mutlak menjadi 

hak isteri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan isteri. 

Pembagian harta bersama bagi pasangan suami isteri yang bercerai apabila dalam 

perkawinan antara suami isteri tidak diadakan peijanjian perkawinan. Jika teijadi
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perjanjian an tara suam i isteri maka pembagiannya adalah mengacu kepada petjanjian 

yang d ibuat an tara suam i isteri.

Perm asalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus 

ditentukan pem bagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, 

setelah adanya perkaw inan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. 

Sepanjang kehidupan rum ah tangga antar suami isteri harmonis selama itu pula harta 

bersam a tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika di 

dalam  kehidupan rum ah tangga teijadi perselisihan yang mengarah kepada 

perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan.

M enurut Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Peradilan Agama yang 

selengkapnya berbunyi : ’’Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 

isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan 

permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Menurut Pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama huruf c dikatakan bahwa 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, 

Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang 

menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Dan berdasarkan 

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama dikatakan bahwa Gugatan soal 

penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami isteri dapat diajukan 

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian 

memperoleh kekuatan hukum telap.
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M em perhatikan ketentuan dalam pasal tersebut di atas bahwa harta bersama 

dibagi atau ditentukan pembagiannya jika teijadi perceraian. Kemudian apakah 

pem bagian harta bersam a itu setelah teijadi perceraian atau tidak menunggu 

pcrccraian secara pasti, tapi cukup adanya tanda-tanda kepastian akan teijadinya 

perceraian seperti tekad bulat suami atau isteri untuk bercerai.19

Selanjutnya berapa besar bagian masing-masing suami isteri dari harta 

bersam a yang diperoleh selama berumah tangga? Bagi penganut agama Islam diatur 

dalam  Kom pilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda 

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam peijanjian perkawinan. Kemudian jika teijadi salah seorang 

dari suami a tau i steri meninggal dunia m aka setengah harta bersama m enjadi hak  

pasangan yang hidup lebih lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi 

Hukum Islam.

B. H A K  ASUH ORANG TUA YANG BERCERAI BAGI ANAK DI BAWAH 

U M U R

1. K onsepsi Pengasuhan Olcli O rang Tua

Konsepsi pengasuhan atau kekuasaan orang tua meliputi dua aspek yaitu 

memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur selama masa perkawinan 

orang tua dan tenis berlangsung walaupun perkawinan tersebut putus.

H. A. Damanhuri H.R., Op. Cit., Hal. 33.
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a. Pengasuhan O rang  T ua terhadap  A nak m en u ru t K U H  P e rd a ta

Pasal 299 KUH Perdala menyatakan bahwa selama perkawinan bapak dan  

ibu setiap anak sampai mereka dewasa tetap bernaung di baw ah pengasuhan mereka, 

sejauh mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan itu (Pasal 299). Setiap 

pemangku pengasuhan orangtua terhadap anak yang belum dew asa harus mengurus 

barang-barang anak itu (Pasal 307). Dia tidak boleh memindahtangankan barang- 

barang anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan mengindahkan aturan 

tentang pemindahan tangan barang-barang kepunyaan anak-anak yang belum dewasa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 309 KUH Perdata.

Ayah atau ibu yang melaksanakan pengasuhan orangtua dapat dibebaskan 

dari pengasuhan orangtua terhadap semua anak atau terhadap seorang anak atau 

lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata 

bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara 

dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak bertentangan 

dengan pembebasan itu berdasarkan hal yang lain.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing 

dari orangtua, sejauh belum hilang pengasuhan orangtua, boleh dipecat dari 

pengasuhan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau 

lebih, atas permohonan orangtua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah 

atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan 

perwalian atau kejaksaan atas dasar:20

20 KUH Perdata, Op.Cit., Psl. 3I9a.
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1) menyalahgunakan pengasuhan orangtua atau terlalu mengabaikan kewajiban 

memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

2) berkelakuan buruk;

3) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta 

dalam suatu kejahatan dengan seorang anak di bawah umur yang ada dalam 

pengasuhannya;

4 ) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu 

kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX Buku

II KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam pengasuhannya;

5) Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau 

lebih.

Dalam Pasal 319 KUH Perdata pengertian kejahatan meliputi juga 

keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 3 I9a KUH 

Perdata). Pengasuhan atau kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Pasal 299 

KUH Perdata bersifat kolektif yaitu ada selama perkawinan berlangsung dan 

dilaksanakan o leh  ayah dan ibu. Kalau perkawinan mereka putus maka kekuasaan 

orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Kedudukan ini timbul sesuai 

dengan sifat perwalian yang bersifat tunggal.

b. Pengasuhan O ran g  T ua m enurut U ndang-undang Perkaw inan

Di dalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang pengasuhan 

orang tua hanya merupakan pokok-pokoknya yaitu pada Pasal 47, 48 dan 49. 

Dikatakan bahw a anak yang belum mencapai um ur 18 (delapan belas) tahun atau
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belum  pem ah  m elangsungkan perkawinan ada di bawah pengasuhan orangtuanya 

selam a m ereka tidak dicabut dari pengasuhannya. Orang tua m ewakili anak tersebut 

m engenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orangtua tidak 

diperbolehkan m em indahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang 

dim iliki anaknya yang belum berum ur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah 

m elangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya 

(Pasal 48).

Salah seorang atau  kedua orang tu a  dapat dicabut pengasuhannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa 

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:21

1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

2 ) ia berkelakuan buruk sekali.

M eskipun dicabut dari kekuasaan orang tua, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dengan 

dem ikian pengaturan tentang pengasuhan orangtua terhadap anak di dalam Undang- 

undang Perkawinan tidak sejauh apa yang diatur dalam KUH Perdata. Hal mana 

dapat kita pahami mengapa Pembentuk Undang-undang tidak begitu saja 

m engangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga 

hukum pengasuhan orangtua dimaksud tidak merupakan budaya hukum sebagian 

besar bangsa Indonesia. Hal mana berarti jika timbul gugatan masalah pengasuhan

21 Indonesia, Undang*undang No. 1 Tahun 1974, Op.Cit., Psl. 49.
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orangtua dari pihak yang berkepentingan dengan meminjam istilah J. Prins 

“kebanyakan terserah kepada hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan 

keputusannya”.22

2. Perw alian

M engenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330- 

418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. 

Disamping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak 

belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432) dan Bab XVII tentang Pengampuan 

bagi orang dungu, sakit otak atau mata gelap (Pasal 433-462). Pasal-pasal tersebut di 

atas memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1) Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam (kecuali tanggungjawab 

bersama ketika suami isteri pisah ranjang, Pasal 351 KUH Perdata) hanya ada 

satu orang wali (Pasal 331 KUH Perdata).

2) Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum 

dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orangtua yang hidup terlama, 

kecuali ia dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan orangtua (Pasal 345 KUH 

Perdata).

3) Masing-masing orangtua yang melakukan pengasuhan orangtua atau wali bagi 

seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, 

jika perwalian itu setelah ia wafat tidak harus dilakukan oleh orang tua yang 

lain (Pasal 335 KUH Perdata).

“  J. Prins, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, '(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.
76.
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4) Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan 

harta kekayaannya, ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si 

anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383 KUH 

Perdata).

5) W ali harus mengurus harta kekayaan anak belum dew asa sebagai bapak rumah 

yang baik dan bertanggungjawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena 

pemeliharaannya yang buruk (Pasal 385 KUH Perdata).

6) Dalam  daerah hukum setiap Pengadilan Negeri ada balai harta peninggalan, 

yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat 

kedudukan Pengadilan Negeri (Pasal 4 15 KUH Perdata).

Lebih lanjut dikatakan seorang anak yang masih di baw ah um ur boleh 

dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu sebagai orang 

dew asa dan cara memperoleh pendewasaan anak di bawah um ur ialah dengan ‘venia 

aetatis* atau surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pem erintah setelah 

mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam  Pasal 419 

dan 420 KUH Perdata.

b. P erw alian  dalam  U ndang-undang P erkaw inan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perw alian dalam  Bab XI 

(Pasal 50-53) dengan sedikit tambahan tentang pembuktian asal usul anak dalam Bab 

XII; Ketentuan-ketentuan Lain (Pasal 55). Undang-undang Perkaw inan tidak sampai 

m engatur tentang Perwalian oleh Perkumpulan, Perwalian Pengaw as, Pengam puan 

dan Balai Harta Peninggalan seperti halnya dalam KUH Perdata.
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Perwalian menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan terhadap anak 

yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dapat diartikan bahwa perwalian 

menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan untuk anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah, karena mereka yang lahir dalam perkawinan yang sah sudah 

berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-undang Perkawinan bahwa 

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pem ah 

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah pengasuhan orangtua, 

berada di bawah pengasuhan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang 

bersangkutan m aupun harta bendanya. Kewajiban-kewajiban wali dapat diuraikan 

antara lain sebagai berikut:

a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan pengasuhan orangtua, 

sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua 

orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 

baik.

b. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya 

sebaik-baiknya, dengan menghormati agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 

pengasuhannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
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d. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya.

Terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berum ur 18 (delapan belas) 

tahun atau belum pemah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan 

anak itu menghendakinya.

Wali dapat dicabut dari pengasuhannya dalam  hal-hal yang tersebut dalam  

Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal pengasuhan seorang wali dicabut, 

sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53 

KUH Perdata). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak 

yang di bawah pengasuhannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut 

dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti 

kerugian tersebut.

Jelaslah bahwa aturan mengenai pengasuhan orangtua dan perwalian yang 

diatur dalam Undang-undang Perkawinan diambilalih secara singkat dari KUH 

Perdata, agar sebagian warga negara yang berkepentingan, terutama dikalangan 

warga negara keturunan Eropa, warga negara beragama Kristen dan Keturunan Cina, 

tidak tertutup pintu bagi mereka untuk mencari jalan penyelesaian hukum di hadapan 

pengadilan, tertutama menyangkut kepentingan anak dan barang-barangnya23.

Menelaah ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan hubungannya dengan 

perwalian dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan

Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hal. 143.
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bahwa kekuasaan orang tua dalam Undang-undang Perkawinan bersifat tunggal, 

dipegang oleh ayah dan ibu, sehinga ketika perkawinan orang tua tersebut putus, 

hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya tidak berubah menjadi perwalian. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

1) kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya.

2) kew ajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak 

itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. K edudukan  A nak

M enelaah tentang hak asuh anak berkaitan erat dengan kedudukan anak 

dalam hubungannya dengan orang tua. Simanjuntak menggolongkan kedudukan anak 

beserta aspek hukumnya seperti terurai berikut ini.24

a. A nak  yang  sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. Seorang suami dapat mengingkari seorang anak jika:

1) Anak itu di lahirkan kurang dari tenggang waktu yang ditentukan, yaitu sebelum 

hari yang keseratus delapan puluh semenjak perkawinan dilangsungkan.

34 P. N. H. Simanjuntak, Op. 07., hal. 172-176.
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2 ) Suam i dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh 

hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia 

berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan istrinya.

3 ) Suam i dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak itu sebagai 

akibat dari perbuatan itu.

4 ) Anak itu  dilahirkan tiga ratus h ari setelah hari keputusan perp isahan  meja dan 

tem pat tidur memperoleh kekuatan hukum mutlak.

5 ) Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari perkawinan dibubarkan.

M enurut KUH Perdata anak yang sah dapat dibuktikan dengan:

1) Akta kelahiran anak yang dibukukan dalam register Catatan Sipil (Pasal 261 ayat 

1 KUH Perdata).

2 ) Anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak yang sah (Pasal 

261 ayat 2 KUH Perdata).

3 ) Saksi-saksi, apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan atau dugaan- 

dugaan atau petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiw a-peristiw a yang tidak 

dapat disangkal lagi kebenarannya (Pasal 264 KUH Perdata).

Selanjutnya m enurut Pasal 262 KUH Perdata, penikm atan akan kedudukan

anak sah itu dapat dibuktikan dengan memperlihatkan pertalian, seperti:

1) Selalu memakai nama si bapak.

2 ) D iperlakukan sebagai anak dalam hal pendidikan, pem eliharaan dan 

penghidupan.

3 ) M asyarakat selalu mengakuinya sebagai anak si bapak.
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Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan asal usul seorang anak 

hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh 

Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan 

dapat m engeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan 

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas 

ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam 

daerah hukum  Pengadilana yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi 

anak yang bersangkutan (Pasal 55 Undang-undang Perkawinan).

b. Anak yang tidak sah

Anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka 

waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah. Anak 

demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.

Status anak luar kawin dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:

1) Melalui pengakuan anak, dengan cara:

a )  Perkawinan dari kedua orangtua yang telah mengakui anak tersebut (Pasal 

272 KUH Perdata).

b ) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik (Pasal 

281 KUH Perdata). Jadi bisa dengan Akta Notaris, bisa juga dengan 

Catatan Sipil.

c )  Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan apabila anak itu telah bemmur

19 (sembilan belas) tahun dan bagi anak perempuan tanpa batas usia.
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P engakuan ini dilakukan bukan akibat paksa, khilaf, tipu muslihat atau atas 

b u jukan  (Pasal 282 KUH Perdata),

d )  Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut (Pasal 

284 KUH Perdata).

D engan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka 

tim bul hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH 

Perdata).

2) D engan cara pengesahan anak

A nak luar kaw in dapat disahkan melalui surat pengesahan dari Presiden dalam 

hal:

a )  Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan 

m engakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Perdata).

b )  Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, dimana karena meninggalnya 

seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH 

Perdata).

A kibat adanya surat pengesahan anak ini, maka status anak luar kawin 

m enjadi sam a dengan anak sah (Pasal 277 KUH Perdata).

c. Anak sumbang

Yang dim aksud dengan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai 

ak ibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara 

m ereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 

283 K itab Undang-undang Hukum Perdata, anak sumbang tidak bisa diakui. Apabila 

orangtua dari anak sumbang memperoleh dispensasi (dari pengadilan) untuk
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melangsungkan perkawinan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat 

perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, dengan perkawinan kedua 

orangtuanya tersebut, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena 

perkawinan kedua orangtuanya (Pasal 273 KUH Perdata).

d. A nak zina

Yang dimaksud dengan anak zina di sini adalah anak yang dilahirkan sebagai 

akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah di mana salah satu atau 

kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya 

hukum untuk peningkatan statusnya.

Setelah membahas mengenai kedudukan hukum dan status dari anak, maka 

selanjutnya penulis ingin memaparkan mengenai hak dan kewajiban anak. Di dalam 

Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang 

pengasuhan orangtua, yaitu Pasal 47 sampai dengan Pasal 49. Dalam ketentuan- 

ketentuan tersebut dikatakan bahwa anak yang belum mencapai um ur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah 

pengasuhan orangtuanya. Pengasuhan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di 

dalam ataupun di luar pengadilan. Akan tetapi pengasuhan orangtua atas anaknya 

dibatasi dengan adanya Pasal 48 yang melarang orangtua untuk memindahkan hak 

atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun atau belum pemah melangsungkan perkawinan, kecuali 

apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya.
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Dalam hal teijadi perceraian maka dengan sendirinya menghapuskan 

pengasuhan orangtua terhadap anak-anak mereka yang lahir dari perkawinannya, dan 

anak mereka akan berada dibawah perwalian* Tetapi orang tua yang tidak menjadi 

wali anak tetap harus memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anaknya. Tentang siapa yang berhak menjadi wali anak itu akan ditetapkan oleh 

hakim.

Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- 

baiknya, dan hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri 

sendiri, dan tenis berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

4. K edew asaan dan Anak di Bawah Um ur

a. K edew asaan

Walau setiap orang bisa saja memberikan penafsiran terhadap pengertian 

kedewasaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tetapi pengertian tentang 

kedewasaan pada umumnya berkaitan erat dengan batas terendah dari usia seseorang. 

Sebaliknya orang yang belum mencapai usia minimum untuk dinyatakan sebagai 

orang dewasa adalah anak. Dengan kata lain kriteria orang yang disebut anak atau 

belum  dewasa selalu berkaitan dengan batas umur tertinggi. Di Indonesia batasan 

um ur tertinggi yang membedakan antara anak dan orang dewasa ditafsirkan dan 

diberlakukan berbeda-beda. Batasan umur tertinggi yang dipergunakan dalam 

masyarakat terhadap orang yang belum dewasa adalah 17 tahun. Hal ini dengan 

mudah dapat dilihat dari bunyi-bunyi atau lambang peringatan dalam film di bioskop 

dan di televisi atau bacaan yang tidak boleh ditonton oleh orang yang belum dewasa.
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Bagi remaja yang mulai menginjak usia 17 tahun dalam sebagian komunitas 

masyarakat disambut sebagai “kelahiran” seorang dewasa baru oleh keluarga dan 

kerabat dari remaja tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan batasan anak yang belum dewasa juga 

tidak selalu 'seragam. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak memberikan batasan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan/’25

Penetapan umur tertinggi 18 tahun pada undang-undang tersebut di atas 

berbeda dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang Undang No.4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”26.

Penetapan batas umur tertinggi pada anak dalam undang-undang tersebut di 

atas didukung oleh argumentasi dalam Penjelasan Undang-Undang ini yang 

menyatakan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan 

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, 

kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur 

tersebut. Batas um ur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan

25 Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, L.N No. 
109Th. 2002,T.L.N. No. 4235, Psl. I ayat (I).

Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Psl. 2.
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anak m elakukan perbuatan sejauh ini mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan 

hukum yang berlaku.27

Selain itu, dengan pendekatan berbeda terhadap batasan tertinggi umur anak 

dinyatakan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

disebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun dan
belum  pem ah kawin**.28

M engenai kedewasaan ini Prof Wahyono29 berpendapat bahwa orang yang 

berum ur 18 tahun yang belum pemah kawin adalah belum dewasa. Sesuai dengan 

ketentuan perundang-undanganyang berlaku sebelum U ndang-undang Perkawinan 

ini bahwa seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mempunyai um ur 21 

tahun dan atau sudah kawin. Penulis berpegang kepada ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dimana 

seseorang telah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah pem ah kawin 

walaupun tidak lahir berada dalam ikatan perkawinan. Yang m enjadi pegangan bagi 

penulis menyatakan bahwa kedewasaan adalah usia 21 tahun dan atau pem ah kawin 

adalah sebagai berikut:

1 ) Ordonasi tahun 1831 yang menentukan bahwa seseorang dewasa apabila telah 

mencapai usia 21 tahun dan atau telah pemah kawin.

27 Ihid., Psl. I ayat (I).

21 Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengadilan 
Anak, Psl. I ayat (I).

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op. Cit.. hal. 142-145.
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2) Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan, 

bukan mengatur masalah kedewasaan seseorang.

3) Undang-undang Perkawinan hanya mencabut dan atau menyatakan sebagai tidak 

berlaku pcrundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dan itupun 

hanyalah sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dan mengenai 

hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut masih tetap 

berlaku perundang-undangan yang lama/ yang ada sebelum Undang-undang 

perkawinan tersebut.

4 ) Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak menyatakan seseorang dewasa 

dalam usia 18 tahun atau telah pemah kawin.

5) Undang-undang Perkawinan termasuk penjelasan umum maupun penjelasan 

pasal demi pasal sama sekali tidak menyebutkan masalah kedewasaan seseorang, 

bahkan satu kata yang menyebutkan dewasapun tidak ada

6) Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 tidak pula menyebutkan bahwa orang yang telah 

berusia 18 tahun telah dewasa.

7) Ayat 2 Pasal 45 menentukan bahwa kewajiban orangtua berlangsung sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan putus.

8) Pada hakekatnya seseorang yang telah dewasa tidak lagi menjadi tanggungan 

orangtuanya, sedangkan anak yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri 

masih tanggungan orangtuanya, suatu hal yang merupakan perlindungan hukum 

terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri. Seseorang yang telah dewasa

48

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH UI, 2008



pada hakekatnya dapat berdiri sendiri walaupun dalam hal tertentu adakalanya 

tidak dapat bertindak sendiri seperti orang yang sakit ingatan.

9 ) Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa seorang 

laki-laki baru boleh kawin setelah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan 

w anita sekurang-kurangnya 16 tahun, ketentuan ini dinaikkan satu tahun dari 

ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sebelum Undang-undang Perkawinan 

tahun 1974 bahwa seseorang yang belum dewasapun boleh kawin, kiranya 

dengan Undang-undang Nom or 1 Tahun 1974 pun  tidak  m ensyaratkan bahwa 

seseorang untuk dapat kawin harus telah dewasa, yang berarti dalam usia 19 

tahun itu tidak berarti bahwa orang tersebut telah dewasa.

1 0 )  Pada asasnya bahwa seorang yang telah dewasa boleh melangsungkan 

perkawinan, bahkan yang belum dewasapun boleh kawin asalkan dipenuhi 

persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Laki-laki yang belum berumur 19 tahun tidak boleh kawin (Pasal 7 ayat(l)) 

kecuali dalam hal yang dimaksud pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa orang yang 

belum berumur 19 tahun kecuali mereka yang telah pemah kawin berarti belum 

dewasa.

Kepastian hukum tentang usia anak tersebut merupakan suatu hal yang sangat 

penting jika mengingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari 

perlakuan hukum terhadap orang yang sudah dianggap dewasa secara hukum dengan 

orang yang belum dewasa atau anak.
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b. Anak di Bawah Umur

Penulis memandang perlu untuk mengemukakan pemahaman tentang anak di 

bawah umur yang dipergunakan dalam judul tesis ini. Di dalam Undang-undang 

Perkawinan umur 18 dapat dikatakan sebagai usia dewasa, hal tersebut dapat dilihat 

dari ketentuan Pasal 47.

Dalam pemahaman penulis kausa kata anak di bawah umur dipergunakan 

karena kata anak yang terkait dengan manusia sekurang-kurangnya memiliki dua 

akar kata yaitu:

X) Anak dalam arti hubungan antara orang tua dengan orang yang dilahirkannya 

atau dengan yang berada dalam pengasuhannya.

2) Anak dalam arti orang yang belum dewasa.

Atas dasar pemahaman di atas, anak di bawah umur adalah anak dalam arti 

kedua-duanya yaitu anak berada dalam pengasuhan orang tua atau wali dan anak itu 

belum dianggap dewasa secara hukum.

Akan tetapi, kausa kata anak di bawah umur juga sering dipergunakan untuk 

menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun di bawah 

batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana 

dikemukakan di atas bahwa batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia 

masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk
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menyebutkan seseorang sebagai anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain 

dapat melihat rumusan dalam beberapa konvensi anak internasional antara lain:30

1 ) Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk- 

bentuk Pekeijaan Terburuk untuk Anak.

2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right o fT he Chiid).

3) Konvensi 1L0 No. 138 tentang Usia M inimum untuk D iperbolehkan Bekeija 

(Convention on Minimum Age fo r  Admission to Employment).

Dari ketiga konvensi tersebut di atas dapat ditem ukan bahw a adanya 

kesamaan m engenai b atasan a nak y ang d imaksud o leh konvensi-konvensi tersebut 

yaitu anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada di bawah batasan 

usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan negara-negara maju 

yaitu minimal 21 tahun.

C. CONTOH KASUS DAN ANALISA

1. Kasus tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak dalani Pcrceraian

Untuk memberikan gambaran yang lebih je las m engenai pertimbangan

pemberian hak asuh- terhadap anak dibawah umur kepada Ayah dalam  hal teijadi

perceraian, penulis mencoba memasukan dua keputusan Pengadilan berkaitan dengan

hal tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat m em berikan gambaran

yang lebih jelas mengenai alasan ataupun pertimbangan hak asuh anak di bawah

um ur diberikan kepada pihak ayah. Kasus-kasus tersebut ialah sebagai berikut:

,0 Eugcnia Liliawati Muljono, Himpunan Peraturan Pcrundang-undangan Tentang 
Perlindungan A nak, (Jakarta: llarvardindo, 1998).
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1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel. 

Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan pcrceraian antara Jemmy Rommy 

sebagai Penggugat dengan istrinya, Nova Vemmy Pontoh sebagai Tergugat, 

dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10 

September 1998 berdasarkan akta perkawinan tanggal 30 Nopember 1998 Nom or 

660/JS/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta 

Selatan. D ari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak, bernama Joshua 

Bryan Nathan, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 April 1999.

Pada tahun-tahun pertama dalam perkawinan tersebut, baik Penggugat 

m aupun Tergugat merasa bahagia sebagaimana layaknya suami istri, terdapat 

m asalah-masalah kecil namun dapat diselesaikan bersama oleh Penggugat dan 

Tergugat. Namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun 

terakhir perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

percekcokan baik dikarenakan oleh hal-hal kecil maupun yang prinsipil. 

W alaupun baik Penggugat dan Tergugat telah berusaha menghindari terjadinya 

percekcokan demi tercapainya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal, akan tetapi keduanya tidak berhasil sehingga mengakibatkan 

perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Akibat Keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang 

membuat beban mental bagi anak dan berakibat anak tersebut tidak naik kelas. 

Dari ketidak cocokan/ ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi yang baik,
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karena sejak tahun 2002 Tergugat telah meninggalkan rum ah tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penguggat diasuh dan dirawat oleh 

Tergugat yang dibantu oleh adik dan ibu Penggugat. Setelah anak Penggugat 

mengikuti Penggugat, dimana Penggugat mencurahkan kasih sayang yang penuh 

menyebabkan anak Penggugat tersebut mulai belajar dengan baik dan tenang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Jem m y Rommy memohon 

agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara dirinya dengan 

segala akibat hukumnya, den kemudian menetapkan bahwa anak yang dilahirkan 

dalam perkawinan mereka, Joshua Bryan Nathan, yang masih dibawah um ur ada 

di bawah penguasaan dirinya.

Putusan Maielis Hakim:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim kemudian 

memutuskan bahwa perkawinan antara Jemmy Rommy dengan istrinya Nova 

Vemmy Pontoh yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 10 Septem ber 1998 

putus karena perceraian dan menetapkan anak mereka yang m asih di baw ah umur 

yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Jem m y Rommy. 

Penetapan tersebut dikarenakan oleh Tergugat telah meninggalkan rumah tangga 

sejak 5 tahun yang lalu dan Joshua Bryan Nathan yang m erupakan anak 

Penggugat dan Tergugat diasuh dan di rawat oleh Jemmy Rommy yang dibantu 

oleh adik dan ibu Jemmy Rommy.
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2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. 

Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan perceraian antara Titut Purwanti 

sebagai Penggugat dengan suaminya, Satia Binar Ritonga sebagai Tergugat, 

dimana perkawinan mereka telah dihadapan pemuka agama Kristen yang 

bemama Totok Subiyanto pada tanggal 28 April 1997 dan telah didaftarkan di 

Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan 

kutipan Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997. Dari perkawinan tersebut telah lahir 

dua orang anak:

a. Sekar Arum Turma. lahir pada tanggal 20 Juni 1998, Akta Kelahiran 

No.225/U/JP/1998, tanggal 03 Juli 1998.

b. Bardan Kusuma Bemardo, lahir pada tanggal 29 Nopember 2000, Akta 

Kelahiran No.l472/U /JP.2000, tanggal 01 Desember 2000.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya diharapkan 

dapat beijalan dengan damai dan bahagia dalam membentuk sebuah 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun ternyata kebahagiaan dan 

kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pem ah terw ujud, o leh 

karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Ketidak haramonisan 

dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat 

disebabkan Tergugat yang tidak pernah lagi berkomunikasi/ berbicara terhadap 

Penggugat, dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap hal tersebut.

Pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan keduanya akan tetapi tidak 

berhasil maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan
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ini selain  dengan jalan perceraian, dan apabila perkawinan ini tetap 

dipertahankan maka akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi 

anak-anak  Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur pada masa yang 

akan  datang.

B erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Titut Purwanti memohon 

agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Pengugat 

seluruhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan dirinya dengan 

suam inya Satia Binar Ritonga putus karena perceraian dengan segala akibat 

hukum nya, dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam 

perkaw inan mereka yang masih dibawah umur ada di bawah penguasaan dirinya 

sebagai w ali ibu untuk mengasuh, m erawat serta mendidik anak-anak tersebut 

hingga mencapai usia dewasa. Terhadap gugatan ini Majelis Hakim telah 

m enyarankan untuk bermediasi agar Penggugat supaya berdamai dengan 

Tergugat, namun Penggugat menolak karena dirinya telah keluar dari rumah 

kediam an akibat oleh Tergugat tidak ingin hidup bermandiri.

Satia Binar Ritonga selaku Tergugat sesungguhnya tetap ingin 

m em pertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan 

atas dasar keimanan Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan perkawinan 

secara Kristiani. Namun setelah melalui proses mediasi yang telah disarankan 

oleh  M ajelis Hakim, Titut Purwanti selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk 

bercerai, akan tetapi berdasarkan alasan perkembangan psikologis anak-anak 

selam a ini tinggal/ dekat dengan Tergugat dan kehendak dari anak-anak tersebut 

untuk tetap bersama Tergugat, oleh karena Penggugat bersedia menyerahkan hak
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perwalian/ hak asuh kepada Tergugat dengan mencabut gugatan hak asuh/ 

perwalian anak dalam  gugatan yang diajukan sebelumnya.

Putusan M ajelis H akim :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim kemudian 

m em utuskan bahw a perkawinan antara Titut Purwanti dan suaminya Satia Binar 

Ritonga yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 dihadapan pemuka 

agama K risten yang bernam a Totok Subiyanto, dan telah didaftarkan di Kantor 

Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan 

kutipan Akta Perkawinan No. 53/GAJP/1997, putus karena perceraian dan 

m enetapkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur yang lahir dalam 

perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Satia Binar Ritonga.

Dari contoh kasus yang penulis coba hadirkan tersebut di alas diharapkan 

dapat m em berikan gam baran bahw a hak asuh tidak selalu diberikan kepada pihak 

ibu, karena pihak ayah juga berhak mendapatkan kesempatan hak pengasuhan anak 

ketika terjadi perceraian. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis coba ajukan 

dalam karya ilm iah ini, maka lebih lanjut penulis akan mencoba untuk menjabarkan 

dan menganalisa permasalahan-permasalah tersebut.
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2. Analisa Pokok Permasalahan

a. Faktor penyebab hak asuh anak dibawah umur tidak diberikan kepada 

ibunya.

Perm asalahan pertama yang coba dianalisa oleh penulis dalam karya ilmiah 

ini adalah: Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak 

yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu

K ekuasaan hak asuh tidak diberikan kepada ibu dalam hal tejadi perceraian 

dalam  hal ini dapat dikatakan sebagai pencabutan kekuasaan orang tua apabila:

1) O leh karena ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

Hal ini dapat diartikan sebagai kurang cakapnya atau ketidak mungkinan 

m elaksanakan kewajibannya sebagai ibu karena:

a ) Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan suatu kejahatan.

b ) Sakit yang sudah akut, ataupun sakit kejiwaan.

c )  Berpergian untuk jangka waktu yang tidak diketahui kapan akan kembali 

tanpa memberitahukan tempat tujuannya.

d )  M eninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan salah satu pihak.

e ) M embiarkan anak tersebut untuk m enggelandang d an t idak berusaha untuk 

m em bawa anak tersebut kembali.

f ) Tidak menyekolahkan anak walaupun ia mampu untuk membiayai dan anak 

tersebut masih ingin untuk sekolah.
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2) Ia berkelakuan buruk sekali

Kelakuan buruk dapat diartikan sebagai:

a )  Ketidakmampuan ibu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak, 

dalam hal ini bisa teijadi jika ibu tersebut menjadi penjudi, pemabuk, ataupun 

sering m elakukan perzinahan.

b ) Perlakuan buruk terhadap jasmani anak. Terkadang batas antara mendidik 

dan menyiksa di masyarakat kita kurang jelas. Anak mendapatkan siksaan 

secara fisik dan/ ataupun mental dengan dalil demi mendidik anak tersebut. 

Hal tersebut diatas terkadang sampai mengakibatkan cacat badan ataupun 

cacat secara kejiwaan.

Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan. Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut di jatuhkan sebagai upaya 

untuk menghindarkan cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan 

kekuasaannya terhadap anak, sehingga dapat menyelamatkan anak agar terlepas dari 

kekuasaan orang tua yang tidak baik.

Selain hal tersebut di atas terdapat hal lain yang mengakibatkan hak asuh 

anak di bawah um ur tidak jatuh kepada ibu yaitu kemauan dari anak tersebut. 

Biasanya anak memiliki ikatan emosional lebih dekat kepada ibu. Ketika seorang 

anak lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya a tas dasar kem auanya sendiri, 

maka hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim untuk tidak 

memberikan hak asuh kepada ibu dari anak.
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b. Upaya ayah untuk mendapatkan hak asuh

Selanjutnya penulis ingin menganalisa permasalahan yang kedua dalam 

karya tulis ini yaitu: Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk 

mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika  terjadi perceraian

Pasal 41 ayat a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur ketentuan 

m engenai:

1 ) baik  ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya 

sem ata-m ata berdasarkan kepentingan anak.

2 ) bilam ana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya.

M engacu pada pasal tersebut di atas maka kedua orang tua mendapatkan hak 

yang sam a untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak, 

dem ikian juga dengan tanggung jawab untuk mendidik, memelihara, mengayomi, 

dan m enjaga anak demi kesejahteraan anak-anak tersebut. Alasan yang senantiasa 

menjadi pertimbangan ibu diutamakan dalam hal pemeliharaan anak ialah:

1 ) Ibu dapat memberikan air susu yang mungkin masih diperlukan oleh anak.

2 ) Ibu memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh ayah.

3) Ibu lebih mengerti sifat dari anak, karena ibu dianggap memiliki waktu yang 

lebih banyak bersama anaknya dibandingkan dengan ayah.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas dapat dipertanyakan kembali apakah 

masih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada saat ini banyak 

terdapat ibu yang memilih untuk tidak memberikan air susu ibu kepada anaknya 

dengan alasan menyusui dapat mengurangi keindahan bentuk tubuh yang
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dimilikinya. M engenai kesabaran juga tidak dapat dipastikan bahwa seorang ibu 

selalu lebih sabar di bandingkan dengan ayah, karena hal tersebut kembali kepada 

pribadi dan w atak yang dimiliki oleh ibu dan ayah dari anak-anak tersebut. 

Kemudian dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini, dimana dibutuhkan 

uang yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan 

tidak hanya ayah sebagai kepala keluarga bekerja, karena pada saat ini banyak juga 

ibu yang juga bekeija sehingga waktu yang diberikan untuk anak tidak sepenuhnya.

Ketika terjadi perceraian hal di atas seharusnya dapat menjadi pertimbangan 

tambahan kepada H akim  untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan 

diberikan, selain pertim bangan-pertim bangan utama yang telah menjadi jawaban dari 

permasalahan pertam a dalam karya ilmiah ini. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan 

seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya ialah:

1) M em berikan bukti yang kongkret di muka Pengadilan guna menjadi petunjuk 

Hakim untuk m em utuskan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan

2) Suatu perceraian sekurang-kurangnya ham s di sebabkan adanya ketidak cocokan 

antara suam i-isteri, akan tetapi perceraian yang terjadi diharapkan tidak 

m enim bulkan suatu kondisi yang tidak harmonis yang dapat menyebabkan 

bertam bahnya tekanan psikologis kepada anak, hal tersebut dapat dihindari ketika 

seorang ayah dapat m elakukan kesepakatan dengan ibu dari anak-anak untuk 

mendapatkan hak asuh anak-anak, dengan pertimbangan bahwa kepentingan 

hidup dan tum buh kem bang dari anak menjadi yang utama.

Kedua hal tersebut di atas adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

ayah untuk m endapatkan hak asuh anak-anaknya ketika terjadi perceraian. Ketika
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seorang ayah meminta hak pengasuhan terhadap anak ketika teijadi perceraian 

diharapkan hal tersebut adalah hal yang memang terbaik demi kepentingan anak- 

anak dalam perkawinan mereka.
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BAB III

PENUTUP

A. K esim pulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada dua bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang 

masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu adalah kepentingan dari 

anak tersebut. Kebiasaan dalam masyarakat kita yang mengganggap bahwa anak 

yang masih di bawah umur sebaiknya di asuh oleh ibu lambat laun ham s di 

tinggalkan karena tidak selalu anak yang berada dalam hak asuh ibu menjadi 

anak yang lebih baik daripada anak tersebut jika berada dalam asuhan ayahnya. 

Hal ini yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa salah 

seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau 

lebih untuk w aktu yang tertentu atas permintaan orang tua  yang lain» keluarga 

anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau 

pejabat yang berwenang, dengn keputusan pengadilan dalam hal Ia sangat 

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Dari 

ketentuan tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa tidak selalu hak asuh terhadap 

anak di bawah umur harus diberikan kepada ibu, karena pada pasal tersebut 

disebutkan bahwa “salah satu atau kedua orang tua” , tidak disebutkan bahwa
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“ayah’* saja yang dapat dicabut kekuasaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya Pem buat Undang-undang Perkawinan telah memikirkan sebelumnya 

bahw a ibu juga dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih di 

baw ah um ur ketika ibu tersebut melakukan hal-hal yang disebutkan hal yang 

diatur dalam  Undang-undang.

2. U paya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh 

terhadap anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan memberikan bukti 

yang kongkret di muka pengadilan mengenai ketidakmampuan ibu dari anak- 

anak untuk mendidik ataupun memberikan contoh yang tidak baik kepada anak 

sehingga m enyebabkan anak tersebut menderita secara fisik dan/ ataupun mental. 

Hal tersebut dapat dilakukan oleh ayah dari anak-anak ketika terjadi pertikaian 

mengenai hak asuh anak, tetapi ayah juga dapat melakukan kesepakatan dengan 

ibu dari anak-anak untuk mendapatkan hak asuh anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka 

penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna. Saran-sarannya 

adalah sebagai berikut:

I. Hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur sebaiknya tidak selalu 

diberikan kepada ibu dengan semena-mena. Selain yang diatur dalam Undang- 

undang Perkawinan juga terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan 

untuk memberikan hak asuh seperti kondisi lingkungan tumbuh kembang, 

kondisi finansial keluarga, dan yang terpenting adalah keinginan dari anak
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tersebut. Tidak baiknya hal-hal tersebut dapat menimbulkan dam pak psikologis 

yang buruk bagi anak. Jadi sebaiknya ketika memutuskan hak asuh terhadap anak 

di bawah um ur hal-hal di atas dapat dipertimbangkan oleh Hakim maupun orang 

tua demi sesuatu yang terpenting yaitu kepentingan dari anak-anak tersebut. 

Hakim ketika memutuskan perkara perceraian yang di dalamnya terdapat unsur 

hak asuh sebaiknya dapat meminta pertolongan dari Komisi Perlindungan Anak 

untuk m em berikan tambahan pertimbangan mengenai kondisi kejiwaaan anak, 

agar putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya mengenai kepada siapa hak 

asuh akan diberikan, tetapi juga bagaimana kelangsungan tumbuh kembang dari 

anak-anak tersebut.

2. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban 

m emelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak. Sebaiknya ketika terjadi sualu perceraian kepentingan anak dapat menjadi 

prioritas, baik ayah maupun ibu dari anak tersebut harus meredam ego mereka 

m asing-m asing demi anak-anak mereka. Dalam IJndang-undang telah diatur 

mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh ayah untuk memperoleh hak asuh 

terhadap anaknya, walaupun tidak diatur secara eksplisit. Akan tetapi m enjadi 

lebih baik jika dalam suatu perceraian telah terdapat suatu kesepakatan mengenai 

hak asuh anak baik itu berada di bawah asuhan ibu maupun ayah sehingga 

kondisi kejiwaan anak tidak terguncang lebih dalam akibat pertengkaran 

m emperebutkan hak asuh antara kedua orang tuanya.
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1

P U T U S A N  

N O M O R  : 8 9 9 /P d t.G /2 0 0 7 /P N Jak -S cI

"D E M I K E A D IL A N  B E R D A SA R K A N  K E T U H A N A N  Y A N G  M A H A  E S A ” 

P engad ilan  N egeri Jakarta Selatan yang m em eriksa dan  m en g ad ili p e rk a ra - 

p erk ara  P erdata  pada tingkat pertam a telah m enjatuhkan pu tusan  seb ag ai b e rik u t 

d ibaw ah  ini d idalam  perkara gugatan antara : -------------------------------------------------------

J E M M Y  R O M M Y . b e ra lam a t  di Ja lan  H .N urdin  No.71 Rt.005/Rw.003, K e lu r a h a n  L e b a k  

Bulus, K ecam atan  Cilandak, J a k a r t a  Selatan« se lan ju tn y a  d ise b u t

sebagai: P E N G G U G A T :-----------------------------------------------------------------------

M e l a w a n

N pV .V  V .P O N T O IK  b e ra la m a t d i J a la n  W ah y u b  II N o .1 1 , F a tm a w a ti, C la n d a k , J a k a r t a  

S e la ta n , se la n ju tn y a  d isebu t scbaigai t T E R G U G A T  ; ............ — ---------------

Pengadilan  Negeri te rse b u t;---------------------------------------------------------------------

Setelah  m em pelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang  bersangku tan

dengan perkara ini ;— ........................................................................... ..........................

Setelah  m em perhatikan bukti-bukti suratdan keterangan saksi yan g  

diajukan di persidangan ;------------------------------------------------------------------------

TEN TA N G  DUDUKNYA PERK A R A

M enim bang, bahw a Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2007 

yang diterim a di K epaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 

Juli 2007 dan didaftarkan dengan R eg .N om or: 899/Pdt.G /2007/PN .Jak-SeI, telah 

m engem ukakan hal-hal sebagai b e r ik u t: ............... -.............................................................

\. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah m elangsungkan Perkaw inan di 

G ereja Bethel Indonesia pada tanggal 10 Septem ber 1998 dan telah didaftar 

di K antor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 30
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N opem ber 1998 sebagaimana diterangkan dalam  kutipan A kta Perkaw inai

N o .6 6 0 /JS /1 9 9 6 ;------------------------------------------------------------------------------------

B ahwa dari perkawinan antara Penggugat dan T ergugat tersebut tela! 

dilahirkan seorang anak yang bernama : JO SHU A B R Y A N  N A T H A N , lahi

pada tanggal 02 April 1999 ;................ ............................................................................

Bahwa selam a tahun pertama dalam Perkawinan tersebut, an tara P engguga 

dan Tergugat telah mengarungi masa bahagia sebagaim ana layaknya suam  

isteri, sungguhpun ada masalah-masalah kecil nam un dapat s e g e r

diselesaikan bersama oleh Penggugat dan T e rg u g a t; ...................... ........................

Bahwa lembaga perkawinan sebagaimana yang dim aksud dalam  U ndang  

undang, adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dengan seorang  wanifc 

sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang  bahag ia  dai

kekal, demikian pula maksud semula dari Penggugat ketika m enikah ; ---------

Bahwa akan tetapi selang beberapa atahun belakangan ini antara P engguga 

dan Tergugat telah menghadapi kenyataan yang lain dari pada yanj 

dim aksud sem ula ketika menikah, dimana antara Penggugat dan T erguga  

sering terjadi percekcokkan baik oleh hal-hal yang kecil m aupun yanj

p rin s iil; .................................................................................................................................

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk m enghindar 

terjadinya, percekcokan, akan tetapi keduanya tidak berhasil, sehngg;

mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diselam atkan l a g i ;-------------

Bahwa akibat dari setidak cocokan / ketidak harm onisan rum ah tangga an tan  

Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sejak  tahui 

2002 telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada kom unikasi yan g  baik 

Bahwa pertengkaran-pertengkaran/percecokkan yang  terjadi m em bua 

keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang  m em bua' 

beban mental bagi anak Penggugat, sehingga anak Penggugat tersebut tidak 

naik ke kelas II dan setelah anak Penggugat tersebut m engikuti Penggugai 

tersebut tidak naik ke kelas II dan setelah anak Penggugat tersebut m engikut: 

Penggugat dan Penggugat selalu m encurahkan kasih sayang yang penuh.
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m aka anak Penggugat tersebut sudah mulai belajar dengan baik dan  tenang 

oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidakdiinginkan, satu -sa tuny

jalan  adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan T e rg u g a t;...........

Bahwa sifat dari pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan  tela) 

sedem ikian mem uncaknya, sehingga antara Penggugat dan T ergugat tidal 

ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu ram ah atangga, seh ingg  

dengan dem ikian dapatlah disimpulkan bahwa antara P enggugat dat

Tergugat sudah atidak ada lagi kecocokan satu dengan yang  lainnya s e r t  

tidak dapat didam aikan lagi, sehingga yang m enjadi syarat perceraian  sesua 

dengan pasal 32 (2) Undang-undang N o.lT ahun 1974 jo  Pasal 19 Peraturai

Pem erintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuh i;--------------------------------------------

M aka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat m ohon aga 

Majelis I lakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya m em eriksa dai 

m emutuskan ;..................................................................................................... .................

1. M engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------

2. M enyatakan perkawinan antara Penggugat dan T ergugat yanj

dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal H 

Septem ber 1998 dan telah didaftar di K antor C atatan Sipi 

Kotam adya Jakarta Selatan pada tanggal 30 N opem ber 199$ 

sebagaim ana diterangkan dalam Kutipan A kta P erkaw m ar 

No.660/JS/1998, PUTUS karena perceraian ;-----------------------------------

3. M enyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anaknya yan$

bernam a :JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir pada tanggal 02 Apri 

1999;----------------------------------------------------------------------------------------

4. M emerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil K otam adya JakarU

Selatan untuk mendaftarkan Perceraian antara Penggugat d a r 

Tergugat dalam daftar perceraian yang m asih berjalan, setelah 

menerima salinan Putusan dalam perkara in i ; --------------------------------

5. Biaya-biaya menurut hukum ;------------------------------------------------------
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4

M enim bang , bahw a pada hari sidang  yang  telah d ite tapkan , pari 

p ihak  telah  datang  m enghadap di persidangan oleh karena upaya m ed ias  

yang  dilaksanakan  atidak berhasil, m aka pem eriksaan p erk ara  in 

d ilan jau tkan  dengan m em bacakan surat gugatan p ihak Penggugat, yang 

m ana p ihak  Penggugat di persidangan m enyatakan atetap dalam  d alil-d a li

gugatannya;--------------------------------------------------------------------------------------------

M enim bang, bahw a terhadap gugatan pihak Penggugat te rseb u t 

pihak T ergugat telah m engajukan jaw abannya tertanggal 20 A gustus 2 0 0 /

yang pada pokoknya m enyatakan sebagai b e r ik u t:-----------------------------------

B erdasarkan surat gugatan Perceraian tanggal 2 A gustus 2001 

N o.899/Pdt.g/2007/PN ,Jak-Sel, yang kami terim a pada tanggal 3 A gustu i 

2007, dari Penggugat Jemmy Rommy, yang beralam at di JI.H .N urdir 

N o.71, R t.005/R 'v.003, Kelurahan Lebak Bulus, C ilandak, Jakarta  S e la tan  

m engenai gugatan perceraian, m aka saya sebagai Tergugat, N ova  P o n to h  

beralam at di JI.H .Nurdin No.71 Rt.005/Rw.003 Lebak B ulus,C ilandak  

Jakarta  Selatan, dengan ini menyatakan keberatan atas poiant N o.3 halam ai

3, m enyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anak yang  b ern am a

Joshua Bryan Nathan, lahir pada tanggal 2 April 1999 ;-----------------------------

Dan point No.8 halam an 2, bahwa pertengkaran pertengkaran/percekcokai 

yang  terjadi m em buat keadaan rumah tangga diliputi oleh keterangan  yan* 

m em buat beban m ental bagi anak Penggugat, sehingga anak P engguga 

tersebut tidak naik kekelas 2 dan setelah anak Penggugat tersebu  

m engikuti Penggugat dan Penggugat selalu m encurahkan kasih sayang 

yang penuh, m aka anak Penggugat tersebut sudah m ulai m encurahkai 

kasih sayang yang penuh,m aka anak penggugat tersebut sudah  m ula 

belajar dengan  baik dan tenang,oleh karena itu untuk m enghindari hal-ha 

yang  tidak diinginkan,satu satunya jalan adalahm em utuskan perkaw inar

antara Penggugat dan Tegugat.................................................................................... .

Berdasarkan poin tersebut diatas , yang m enurut saya tidak sesuai dengai 

keadaan yang sebenarnya yakni : Pertengkaran pertengkaran /percekcokaf
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yang terjadi diantara kami dikarenakan adanya kehadiran orang ketiga,y; 

terjadi mulai bulan Februari 2005.Dan mengenai anak kam i yang tidak r  

kelas (dari kelas 1 ke kelas 2) pada bulan Juni 2006 karena kam i sei 

bertengkar disebabkan masalah tersebut,sehingga anak kam i ti

m engikuti ujian.--------------------------------------------------------------------------------

M aka dengan ini saya mohon agar keputusan untuk H ak A suh A  

m enjadi Hak Asuh bersama dan Anak tersebut tinggal bersam a saya ■ 

ibunya.supaya anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang yang  penuh  

Dan sebagai ayah yang bertanggung jaw ab terhadap A nak ,sup  

m em berikan tunjangan Pendidikan dan Tunjangan biaya H idup un tuk  a

M enimbang,bahwa terhadap jaw aban pihak Tergugat tersebut,p i 

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik begitu ju g a  p ihak T e rg t

m enyatakan tidak akan mengajukan d u p lik ;----------------------------------------------------

M enim bang bahwa untuk m eneguhkan dalil-dalil gugatannya,P i 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-Ol s/d P 

sebagai b e r ik u t:-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk N o.09.5498.240775.8520 tertanggal

Agustus 2006 ( Bukti P - l ) ; ----------------------------------------------------------------------

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Jemmy Rom m y dan N ova Vem  

Pontoh , tertanggal 10 September 1998 N o.l7 /IX /PN /B S/98 d ikeluarkan c

Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Sion C ilandak ( Bukti P-2)................... —

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Jem m y Rom y dan  Pontoh  N  

Vemmy, tertanggal: 30 Nopember 1998 N o.660/JS/1998 y ang  d ikeluarkan  o 

Kepala Bantuan Pelaksana Catatan Catatan Sipil K otam adya Satuan Jak 

Selatan (Bukti P -3 ) ;--------------------------------------------------------------------------------

4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Joshua Bryan N athan, tanggal 19 A pril 1

No.474.1/139-Cs/1999 ( Bukti P -3 b ) ;--------------------------------------------------------
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5. foto copy Kartu Keluarga No.Seri 1047028 yang d ikeluarkan o leh  K ecam at;

C ilandak K elurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan ( Bukti P - 4 ) ; ---------------------

M enim bang,bahw a bukti-bukti surat tersebut telah d icocokan  deng; 

aslinya,dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya,oleh k arena bukti su i 

tersebut telah diberi materai yang cukup maka bukti surat tersebu t dapat d iterin  

sebagai alat bukti yang sah dan selajutnya dilam pirkan kedalam  b erkas perkara  i 

sedangkan aslinya dikem balikan kepada pihak P en g g u g a t;----------------------------------

M enim bang,bahw a selain telah mengajukan bukti-bukti surat seperti terseb  

diatas,pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yan g  d ib aw ah  ■

persidangan telah m enerangkan pada pokoknya sebagai b e r ik u t:--------------------------

I. S n k si: SAIFUL ROZAK .

- Bahwa,saksi kenal dengan pihak Penggugat dan T ergugat karena rum s 

saksi bertetangga dengan mereka dan saksi sering  d isuruh-suruh  oU 

keluarga m ere k a ;-------------------------------------------------------------------------------

- Bahw a,antara Penggugat dan Tergugat adalah suam i-istri y an g  tela

m enikah sekitar 9 tahun yang lalu dan m em punyai seorang  anak  lak i-lal 

yang berusia 8 tahun yang diberi nama Joshua ;--------------------------------------

• Bahwa,pada mulanya mereka tinggal dalam  satu rum ah,akan  tetaj 

sekarang sudah pisah rumah,karena pihak T ergugat m eninggalkan  rum a 

m e re k a ;---------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa, pihak Tergugat meninggalkan rum ah tangganya karena d ian tar

m ereka sering bertengkar dan sakasi pem ah m engetahuinya ;------------------

-  B ahw a,sekarang yang merawat Joshua adalah p ihak  P enggugat y an

dibantu oleh adik dan ib u n y a ;---------------------------- 1-----------------------------------

B ahw a,pihak Penggugat adalah seorang karyaw an  dan  m em puny* 

penghasilan yang  cukup,sehingga biaya pend id ikan  dan  segala  k eb u tu h a  

Joshua dipenuhi oleh pihak P enggugat;----------------------------------------------------

M enim bang,bahw a selanjutnya pihak Penggugat m enyatakan  tid ak  aka  

m engajukan saksi-saksi dan bukti lagi melainkan hanya m ohon putusan  ;-----------------
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M enim bang ,bahw a sam pai dengan dijatuhkan putusan in i,p ihak  T ergug j

tidak pernah m engajukan  bukti-bukti dan s a k s i ;.......................................................................

M enim bang,bahw a untuk m em persingkat isi putusan ini m aka terhada

segala sesuatu  yang  tidak diuraikan dalam  putusan ini m ajelis akan m enunjuka

kepada Berita A cara Persidangan yang bersangkutan ; --------------------------------------------
o

T E N T A N G  P E R T IM B A N G A N  H U K U M N Y A  :

M enim bang, bahw a m aksud gugatan pihak penggugat adalah seperti tersebu

di alas;------------------ *------------------------------------------------------------------------------------------

M enim bang , bahw a oleh karena pihak Tergugat berdom isili hukum  di Jin  

W ahyu 8 NO. 1 1 Falm awati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan  mak: 

berdasarkan ketentuan pasal 118 i DR yang m enentukan bahw a : gugatan-gugatai 

perdata yang  pada tingkat pertam a term asuk w ew enang Pengadilan N egeri 

d iajukan dengan  surat perm ohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau  olel 

kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan N egeri yang 

m em punyai w ilayah  hukum  dim ana tergugat bertem pat tinggal atau jik a  d ia tidal 

m em punyai tem pat tinggal yang diketahui, di tem pat kediam annya y an j 

sebenarnya , dan  kusus pasal 20 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 m enentukan bahw s 

gugatan perceraian  diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada P engad ilar 

yang daerah hukum nya m eliputi tem pat kediam an tergugat, m aka P engad ilar

Negeri Jakarta  Selatan berw enang untuk m em eriksa dan m engadili perkara i n i ;------

M enim bang, bahw a setelah mem pelajari gugatan pihak penggugat, jaw aban 

tergugat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, m aka dapat

diperoleh adanya fakta-fakta hukum  sebagai b e r ik u t: ------------------------------------------

- Bahw a, antara pihak penggugat dengan pihak tergugat telah 

m elangsungkan perkawinan m ereka di Jakarta pada tanggal 10 Septem ber 

1998 di G ereja Bethel Indonesia yang  dicatatkan di K antor C atatan Sipil 

pada tanggal 30 N opem ber 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan 

n o m o r : 660/JS/1998 ;-------------------------------------------------------------------------
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- Bahwa, dari perkawinan mereka pada tanggal 02 April 1999 telah  lahi 

seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSHUA B R Y A N  N A T H A N

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Terguga

selalu rukun akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga m ereka tidal 

harmonis lagi , bahkan sejal 5 tahun yang lalu pihak T ergugat telal 

m ennggalkan rumah tangga mereka ;----------------------------------------------------

- Bahwa, yang mengasuh dan merawat Joshua adalah pihak pengguga

yang dibantu oleh adik dan ibu Penggugat *---------------------------- --------------

- Bahwa, segala biaya pendidikan dan biaya hidupsehari-hari Joshu;

dibiayai oleh penggugat;................. ................................ ........................................

M enim bang, bahwa yang harus dipertimbangkan sekarang adalah apakal 

benar telah terjadi percekcokan antara pihak penggugat dan tergugat, dan apakat 

pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pihak penggugat tersebut ;* 

M enim bang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  p riz 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan m em bentuk keluarga ( rumah

tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang M aha Esa ;--------------

M enim bang, bahwa di dalam suatu perkawinan antara suam i dan istri 

m em punyai hak dan kedudukan yang seimbang, wajib saling cinta m encintai, 

normal menghormati, setia dan memberi bantuan lahir m aupun batin yang satu

kepada yang lainnya ( vide pasal 31 ayat 1 dan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 ;-----

M enimbang, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan m em berikan segala 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kem am puannya, dan istri w ajib 

m engatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya . Jika suanmi atau istri m elalikan 

kew ajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ( vide

pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 ) ; ----------------------------------------------------------------------

M enimbang, bahwa di dalam pasal 38 UU no. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putusan karena :--------------------------

a. kem atian ;------------------------------------------------------------------------------------

b. perceraian ;----------------------------------------------------------------------------------

c. atas keputusan Pengadilan ;................................................................................
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M enimbang, bahwa ada beberapa ajaran agama dan ajaran kepercayaan yi 

menganggap bahwa suatu perkawinan adalah suatu hal yang  sangat sac  

Pertemuan antara wan»ta dan pria itu adalah kehendak yang M aha K uasa, seh in j 

mereka meyakini oleh karena yang Maha Kuasa yang m enghendaki mer< 

dipertemukan dalam perkawinan, maka perkawinan m ereka hanya akan b erak  

juga karena kehendakNya, yakni jik a  salah satunya m eninggal dunia. Su;

perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan ;------------------------------

M enimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas; 

antara lain diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suam i is

lagi ( vide pasal 39 ayat 2 UU No. I tahun 1974 ) ; --------------------------------------------

M enimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf f  PP N o. 9 tahun  19

ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :--------

t', antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran d

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;---------------------

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, m aka tel; 

diperoleh adanya fakta hukum :-----------------------------------------------------------------------

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan T ergugat h id i

rukun dan d am ai, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga m ereka sering  terja- 

perselisihan danpercekcokan;----------------------------------------------------------------------

- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sat

rumah lagi dimana pihak Tergugat telah meninggalkan kediam an bersam any 

dengan P enggugat;------------------------------------------------------------------------------------

M enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidannga 

seperti tersebut di atas, maka menurut majelis hakim telah terbukti adany 

percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan antara p iha  

penggugat dan pihak tergugat akan dapat hidup rukun kem bali, sehingga alasai 

gugatan pihak penggugat tersebut telah memenuhi alasan keentuan pasal 19 h u ru f

PP No. 9 tahun 1975 ;--------------------------------------------------------------------------------------

M enimbang, bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat m enyakitkai 

semua pihak. Baik bagi pihak penggugat , pihak tergugat apalagi jik a  dalan
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perkawinan tersebut ada anak atau anak-anak, karena m ereka anak-anak lah  yan j

akan menderita akibat perceraian orang tu an y a ;---------------------------------------------------

M enimbang, bahwa sebagai salah satu tujuan perkaw inan adalah m em bentu l 

keluarga yang sejahtera hidup rukun dan damai serta kekal abadi, akan tetap  

apabila tujuan yang mulia itu tidak terwujud, maka perceraianlah ja lan  yang  palinj 

baik karena mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harm onis lagi, tidaJ 

dapat hidup rukun kembali, tidak dapat saling mencintai lagi, tidak dapat salinj 

menghargai lagi satu sama lainnya, adalah sama dengan m em biarkan tubuh in 

dihingapi benalu rumah tangga atau kanker rumah tangga yang beru jung  pad;

suatu kematian secara pelan tapi pasti dari rumah tangga itu ;-------------------------------

M enim bang, bahwa berdasarkan pertim bangan-pertim bangan seperti terura 

di atas, m aka alasan gugatan pihak penggugat adalah tidak bertentangan dengaj

hukum , m aka oleh karena itu gugatan tersebut harus d ik ab u lk an ;--------------------------

M enim bang, bahwa tuntutan pihak Tergugat yang m em ohon ag ar h ak  asul 

anak m ereka yang belum dewasa diberikan kepada pihak Tergugat, m aka m en u a i 

m ajelis oleh karena bagi anak yang belum dewasa ikatan em osional leb ih  deka 

kepada si ibu, m aka hak asuh tersebut ada pada pihak Ibu, kecuali dari hasi 

pem eriksaan di persidangan terbukti si Ibu mempunyai adat kebiasaan y an g  bu ru

atau m enyim pang sehingga kehidupan masa depan si anak tidak terjam in l a g i ;------

M enim bang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah  terbulo 

bahwa pihak Tergugat sejak lima tahun yang lalu telah m eningalkan  rum a 

tangganya, m aka tuntuan agar pihak Penggugat ditetapkan sebagai w ali dari an a

hasil perkaw inan m ereka tersebut dapat dikabulkan;--------------------------------------------

M enim bang, bahwa agar peceraian ini sah dan berkekuatan hukum , m ak 

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan N egeri Jakarta S elatan  un tu  

m engirim kan satu ekxemplar salinan putusan ini kepada K antor ca ta tan  S ip il DK 

agar perceraian tersebut dicatat di dalam register perceraian tahun y ang  sedan

M enim bang, bahwa walaupun gugatan ini dikabulkan , akan tetapi didalar 

perkara peceraian biava Derkara dapat dibebankan keDada siaoa saia yanfc m en u n
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majelis adalah pihak yang mampu, maka kepada pihak penggugat lah dihukun

uniuk membayar biaya perkara i n i ;------------------------------------------------------------------

M engingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yanj 

bersangkutan;........................................................................................... ....................................

M E N G A P  I L 1 :

1. M engabulkan gugatan pihak Penggugat ;-------------------------------------------------

2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihal

Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 3< 

Nopember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 660/JS/199J 

yang diterbitkan Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jak a rt 

Selatan, putus karena perceraian;------------------------------------------------------------

3. Menyatakan, bahwa pihak Penggugat adalah wali orang tua dari anak merek;

yang belum dewasa yakni : JOSIIUA BRYAN NATHAN, lahir d 

Tangerang tanggal 02 April 1999 ;----------------------------------------------------------

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untul

mengirimkan satu ekxemplar salinan putusan ini kepada K antor Catatan Sipi 

Kotamadya Jakarta Selatan, dengan perintah agar perceraian ini d icatat d 

dalam register untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;------------------------

5. M enghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesa

Rp. 194.000,-( seratus sembilanpuluh empat ribu rupiah );---------------------------

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapal m usawarah majelis paa har 

ini Selasa tanggal 25 September 2007 oleh kami GA TO T SUHARNOTO, SH 

sebagai Ketua Majelis dengan H. WAHYONO, SH.M hum  dan ASW A > 

NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebu 

diucapkan pada hari ini kamis tanggal 2 Oktober 2007 dalam  sidang yang terbuki 

untuk umum, oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim  A nggota 

dengan dibantu oleh UMIARTI , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan N egcr
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Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya pihak 

Tergugat.................................................................................................................. ......................

Biaya-biaya :

A dm inistrasi....Rp. 50.000,-

M aterai.............Rp. 6.000,-

R edaksi............ Rp. 3.000,-

Panpgilan........  Rp. 135.000.-

Jumlah.. Rp. 194.000,-
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P U T U 5 A H 
Ho. 202/Pdt. G/2007/PIJ. Jkt.Pot.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengaililan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara perdata menjatuhkan Putusan 
sebagai berikut atas perkara :

TITOT PURWANTI, Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga, Agama
Kristen, Beralamat di Jalan Karet Ps.Baru 
II Ut.007/05, Karet .Tcngain, Kecamatan 
Tar.ah Abang, Kotamadya Jarata Pusat., 
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

SATIA B RITONGA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama :
Krisien, Ueralamat di Jalan Karet Ts.daru 
II Kt.007/U‘», K.iret Terwisi«, K'-Cumotan 
Tanah Abang, Kotamadya Jaraca Pusat., 
Selanjutnya disebut sebagai    TERGUGAT ;

Pengadi lan Negeri toisebut ;

T« iah membaca surat-siuat perkara yang bersangkucur» ;

Tslah mendengar Penggugat dari saksi-cakai ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan berita acara 
Persidangan perkara ;

'l'EttTANG DUDUK PERKARA

Menimbeng, bahwa Penggugat dengan surat qugatan yang 
didaftarkan ui Kepaniteraan Pengadilan Negeti Jakarta Pusat 
tanggal 05 Juni 2C07, register 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst 
menggugat Tergugat tersebut diatas berdasarkan hal-hal 
sebagai berikut :
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1. UahvM antara Penggugat uan Tergugat telah melangsungkan 
perkawinan dihacapan pemuka agama Kristen yang bernama 
TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 28 April 1997 dan telah 
didaftarkan dikantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta 
pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan kutipan Akta 
Perkawinan No.53/G/JP/1997 ;

2. Bahwa anala perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 
dikarunia anak 2 (dua) orang, 1. SEKAR ARUM TURMA, Lahir 
tanggal 20 Juni 1998, 2. BARDAN KUSOMA BERNARDO, lahir 
tanggal 29 Nopember 2000, Akta Kelahiran 
No.1472/U/JP/2000, tanggal 1 Desember 2000, yang 
diterbitkan oleh Suku Dinas dan catatan sipil Propinsi 
DKI Jakarta ;

3. liahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada 
awalnya diharapkan dapat berjalan dengan damai dan 
bahagia dalan membentuk sebuah keluarga/rumah tangga 
yang bahagia dan kekal ;

4. Bahwa ternyata kebahagiaan dan kedamian rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terwujud, 
oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada 
kecocokkan lagi dalam berumah tangga ;

b. liahva akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak 
harmonis lagi dikarenakan tidak pernah
berkomunikasi/berbicara terhadap Penggugat maka 
Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat 
tersebut ;

0. Bahwa dari pihak keluarga telah beberapa kali 
mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil maka 
bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan 
persoalan ini selain dengan jalan perceraian ;

1. Uahw« apabila hal demikian letap diperiahonkan maku ak<*n 
berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-
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anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur pada 
masa-masa yang akan datang, dengan demikian sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang perkawinan Nomor.X Tahun 
1974 tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat 
hukumnya ;

0. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan 
Tergugat ters'ebut, maka anak yang masih dibawah umur 
dibawan perwalian Penggugat sebagai Wali Ibu untuk 
mengasuh, merawat serta mendidik anak tersebut hingga 
mencapai usia dewasa ;

9. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan 
Tergugat tersebut, maka anak masih dibawah umur dibawah 
l>crwdlian Pengc.ugnt sebagai Wali Ibu untuk im-ngunuh, 
merawat serta nendidik anak tersebut hingga mencapai 
usia dewasa ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut- diatas Penggugat mohon
kepadd Bapak Ketua Majelis Hakim untuk dapat kiranya
mengabulkan gugutan Penggugat sebagai berikut :
1. Mengabu.lkan gugatan Fenggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 

yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang 
bernama : TOTOK 5U3IYANT0 pada tanggal 20 April 1997 dan 
telah didaftarkan dikantor catatan sipil propinsi DKI 
Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan 
akta perkawinan No.55/G/JP/1997, putus karena perceraian 
dengan segala akibat hukum ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan 
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil 
Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register 
yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
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Apu bila Mdjcliu Ha.um yang memeriksa dan mengadili pork<u*o 
ini berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et beno) ;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah 
ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya : A. 
MUHAJIR SODRUDDIN, SH, MH, LUKMAN HAKIM, SH, MH, JURZAL 
DWI, SH, MH Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAJIR 
SODRUDDIN & PARTNERS, beralamat di Wisma Bungamas, Lantai 
1-3, Jalan Blora No.34-35, Jakarta Pusat, Jakarta 10310, 
berdasarkan surat kua^a khusus Juli 2007 sedangkan Tergugat 
(Ji'l.iiiip.iiKji oleh KurUSd Hukumnya : PURGATORIO, SH, ¿AYAN
BRILL1AN, SU, TRI HANDONO, Sli, MORINA S.K, SH Advokat dan 
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HANDAREKSA yang bertindak 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di 
Jalan Asem II No.27, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta 
Selatan berdasarkan r.urat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 
2007, Nomor : 21/SK/Pdt-Pcr/HDR/VI/07 ;

Majelis Hakim telah menyarankan untuk bermediasi agar 
Penggugat supaya berclamai dengan Tergugat, namun Penggugat 
menolak karena dirinya telah keluar dari rumah kediaman 
akibat oleh Tergugat tidak mau hidup bermandiri, oleh 
karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan 
surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan mana Kuasa 
Hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menjhadap 
di Persidangan dan Persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, banwa atas materi gugatan Penggugat 
tersebut, Tergugat menanggapinya dengan mengajukan Jawaban 
secara tertulis pada hari Persidangan tertanggal 06 Agustus 
'/{){)! sebagai berikut :
1. Uahwa Tergugat tidak menyangkal telah melangsungkan 

perkawinan dengan Penggugat dihadapan pemuka agama 
Kristen yang bernama : TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 20 
April 1997 dan telah didaftarkan dikantor catatan sipil
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i'iopti\:u UKi ouk'irt«) pada tanggal 13 Mo i 199/ soouai 
dengan kutipan akta perkawinan No. 53/G/Ji*/1997 (vide 
bukti 01) ;

2. Bahwa Tergugat sesungguhnya tetap ingin mempertahankan 
ruinah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, 
dikeranakan atas dasar keimanan Tergugat dan Penggugrt 
yang melangsungkan perkawinan secara kristiani. 
Tergugat tetap ingin mencapai kebahagiaan rumah tangga 
hersama-sama dengan Penggugat dikarenakan hubungan 
perkawinan yang sudah berjalan selama 10 tahun, dan 
telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. SEKAR ARUM TIUr.MA, lahir tanggal 20 Juni 1990, akta 

kelahiran No.225/U/JP/1998, tanggal 3 Juli 1998 
ivi.de bukti 02) ;

2 . UAKDAN KUSUMA BERNARDO, lahir tanggal 29 Nppember 
£000, akta kelahiran Mo.1472/U/JP.2000, tanggal 1 
Desember 2000, yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan 
ci\tcitan Sipj 1 Propinsi DKI Jakarta (vide bukti 03) ;

Yang masih perlu bimbingan dan kasih sayang kedua orang 
tuanya ;

3. Bahwa hasil mediasi antara Tergugat dan Penggugat, 
dimana ’ Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan 
Penggugat telah menyatakan dalam proses sidanq mediasi 
tersebut, untuk menyerahkan hak perwalian/hak asuh 
kepada Tergugat serta mencabut gugatan hak 
asuh/perwalian anak dalam gugatan perceraian yang 
diajukan Penggugat, berdasarkan alasan perkembangan 
psikologis anak-anak yang selama ini tinggal/dekat 
dengan Tergugat (vide bukti 04) ;

Maka berdasarkan segala apa yang tersebut diatas, Tergugat
memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berkenan memutuskan :
- Menolak gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat atau 

setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
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- Menetapkan hak perwalian onak sesuai dengan surat 
pernyataan ;

- Menghukum renggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil 
gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat- 
surat bukti bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan 
surat-surat aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P- 

P-2.a, P-2.b, P-3 d«n P-4 berupa :
1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan 

Nc.SJ/G/JP/1997, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan 
T1TUT PURWAKTI (Bukti P-l) ;

2. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran
No.22S/U/JP/1996, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti P-
2 . a) ;

3. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran
No.1472/U/JP/2000, atas nama BARDAN KUSUMA BERHNARDO 
(Bukti. P-2. b) ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan
mengasuh, merawat serta mendidik anak-anaknya dari SATIA 
BONAR RITONGA tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-3) ;

5. Fotocopy copy dari fotocopy surat pernyataan surat
menggugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT
PURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut 
diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang 
saksi yang bernama : LUGINO dan DWI LESTARI bt SUPOMO,
keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yan'3 lain 
sebagai berikut :
U Hahwa uaksi sebagai orang tua dari Penggugat dan

Tergugat sebagai Mantu ; 
n Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami

isteri ?
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B Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawine.n 
pada tanggal 20 Mei. 1997 di Gereja ;

B Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat. dan 
Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

O Bahwa Penqgugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan 
saksi tahunya dari anak saksi sebagai Penggugat 
bercerita kepada orangtuanya, bahwa Penggugat sekarang 
Kost tetapi kalau Tergugat selaku Suaminya memanggil 
untuk mengurus anak-anaknya, Penggugat selaku isteri 
datang ketempat tinggal suaminya ;

B Bahwa Kohidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok 
dan sudah tidak rukun ;

■ Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya ikut dengan ayahnya 
(Tergugat) ;

B Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka memberi 
nafkah atau tidak terhadap Penggugat (Isterinya) ;

H Bahwa saksi mengetahui SEKAR ARUM TIURMAN dan BARDAN 
KUSUM/v BEP.NANRDO sebagai Cucu saksi dari hasil 
Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

B Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering 
cek-cok sampai hari ini sudah lebih 4 (empat) Tahun 2 
(dua) bulan ;

B Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selaku suaminya tidak 
pernah berbicara dengan Penggugat selaku isterinya ;

B bahwa saksi pernah ingin mendamaikan antara Penggugat 
dengan Terguyat ;

B Bahwa saksi sudah beberapa kali ingin mendamaikan tetapi 
yang menjalankan sudah tidak ingin kembali karena tidak 
nyaman dan amun ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 
siu.jt.-sural; bukt.i borina terai cukup, telah dicocokkan dongan 
surut-surat aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti T-l 
s/d T-4 berupa :
1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan 

No.53/G/JP/19y7, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan 
TITUT PURWANTI (Bukti T-l) ;
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2. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Koiahiran
No.225/U/JP/199C, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti T-
2) ;

3. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran
No.M72/U/JP/?000, atas nama BARDAN KUSUMA BERNNARDO
(Lukci T-3) ;

4. Fotocopy copy dari fotocopy surat pernyataan surat
menggugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT 
FURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti T-4) ;

Menimbang« bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan
1 (13 ¿i t u) oconci seksi yang bernama : UGARITA S ARAS I RITONGA» 
dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada 
pokoknya sabagai berikut :
U Bahwa saksi sebagai adik Kandung dari Tergugat dan saksi

.sebagai adik* ipar dari Penggugat ;
H Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan

Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan kurang lebih sudah 4 (empat) 
tahun ;

n Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat menpunyai 2 (dua) orang anak masing-masing 
bernama SEKAR ARUM TIURMAN dan BARDAN KUSUMA BERNANRDO ; 

B Bahwa masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang
paling besar berumur 8 Tahun dan yang paling kecil
berumur 7 Tahun ;

B Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Penggugat dan
Tergugat saat sekarang ini tinggal dengan Tergugat 
selaku ayahnya ;

O Banwn ?aksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
.sudah tidak ada Komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa pembuktian dari Kuasa Hukum Pei»ggugat 
dan Kuasa Hukum Tergugat telah cukup dan tidak akan 
mengajukan kesimpulan, melainkan mohon Putusannya ;
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TEtlfA.JG PERTIMBANGAN HUKUM

>c».imbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan atas 
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan 
Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah 
Penggugat (sebagai Isteri) menggugat atau menuntut 
Perceraian c*ari Tergugat (Suaminya) dengan alasan bahwa 
kebahagian dan kedamian rumah tangga dan Tergugat selama 
ini *idak pernah terwujud, oleh karena Penggugat dan 
Tergugat sudah tidak ada kccocokkan lagi dalam berumah 
tangga dan akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak 
harmonis laci dikarenakan tidak pernah
berkomunikasi/berbicara terhadap Penggugat maka Penggugat 
sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala sesuatunya 
yang berhubungan dengan perkara ini, maka ternyata yang 
menjadi masalah pokok adalah apakah gugatan perceraian yang 
diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan 
menurut Undang-undang dan bagaimana status dari anak mereka 
tersebut yang hal ini diatur dalam Undang-undang No.l Tahun 
197<l tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya yaitu 
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 
apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya 
berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam perkara 
ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar 
nuMiy.it.iikijn im;l k«]win.in Penggugat dongan Tergugal.
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang untuk melakukan 
perceraian harus cukup alasan antara lain bahwa antara 
suami-istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam
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irumcili (.umjga sebaijoi suami * istri katcna terus mcnerua 
terjadi perselisihan/pertengkaran serta tidak ada harapan 
akan hidup rukun dalam rumah tangga (Pasal 39 ayat 2 UU
No.l Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan 
Penggugat didalam surat gugatannya yang telah didukung oleh 
alat bukti surat P-l S/d P-4 dan keterangan saksi serta 
berdasarkan fakta-f^kta yang telah diperoleh tersebut 
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara 
sah pada tanggal 18 April 1997 dan mereka telah berpisah 
rumah sampai denjan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim 
berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan 
Terqugat tidak dapat lagi dipertahankan karena diantara
mereka tidak adft lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga sebagai suami-istri sehingga perkawinan mereka 
tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya dan dengan demikian tuntutan
Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan 
patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) orang anak Penggugat 
dan Tergugat yang saat ini masing-masing berumur 9 Tahun 
dan 6 tahun atau tinggal bersama Tergugat dan anak-anak 
tersebut menghendaki, tetap bersama Tergugat sebagai orang 
tuany.i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi
kelangsungan hidup anak mereka tersebut patut untuk 
diserahkan pemeliharaannya tetap dibawah asuhan Tergugat
dan oleh karena itu tuntutan Tergugat beralasan menurut
hukum dan patut untuk dikabulkan 'berdasarkan surat 
pernyataan Penggugat (Isteri) tertanggal 25 Juli 2007 yang 
ditandatangani oleh TITUT PURWANTI ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan
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perkawinan mereka tersebut telah tercatat di Kantor Catatan 
Sipil Jakarta Pusat:, maka sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku putusau perceraian tersebut harus
didaftarkan/dicacatkan didalam daftar yang disediakan untuk 
itu dan oleh karenanya sehelai dari salinan putusan 
perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap 
dikirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatasi, maka Penggugat telah dapat membuktikan 
dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus 
dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan 
seluruhnya maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus 
uibobonkan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan 
d?.lam amar putusan ini

Mengingat Pasal-pasal duri Undang-undana No.l Tahun 
1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta 
Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I  :

1. Mengabulkan gugatan Pcngqugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
ynng dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang
bernama : TOTOK SUBJ.YANTO pada tanggal 2b April 2U07 dan 
telah didaftarkan dikantor catatan 'sipil Propinsi DKI 
Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan 
Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997, Putusan karena 
perceraian dengan segala akibat hukum ;

3. Memerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menqirimkan 
salinan Putusan ii i yang telah memperoleh kekuatan hukum
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t«tap kopaila Di.»as Kep(*ndudukan dan catatan sipil 
Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam ivuistei 
yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat Masing-masing 
bernama :

a. SEKAR ARUM TTURMA, lahir di Jakarra pad» iiriogal
20 Juni 1999 ;

b. BAR DAN KUSUKA BERNAKDO, lahir di Jakarta paOa 
tanggal, 29 Nopembcr 2000 ;

Dibawah o^nw liharaan/asuhan dan perwalian dari Tergugat: 
iayahnya) ;

S Menohuk'ini Tr-rquqat* membayar ongkos yano timbul da)am 
perkara ini dihitung sebesar Rp.194.000,- (seratus 
.sembilan puluh einpst ttbu rupiah! ;

Demikian t U Putuskan dalam Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pr.rn’«iij i 1 »m Nogori Jakarta Pusat pada h,iri : n  A B U, 

tanggal 12 September 2003 oleh kami E.D PATTINASARANI, 
SH,MII Selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota MUEFRI, SH, 
MH dan MURDIYONO, SH dan diucapkan dalam Persidangan 
terbuka untuk Umum pada hari : S E II I N, tanggal 17
September 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota 
rorschui dialas, r‘an dibantu oleh : DJOKO SANTOSO, SH
sebaya i l'ciri U  era Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat dati dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan- Kuasa 
Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

M U E F R .1, SH ,MH. E.D. PATTINASARANI, SH.,MH

z '
y/  MURDIYONO, SH.
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Biaya-biaya :

Administrasi Ap. 50.000,- 
Redaksi Rp. 3.000,-
Materai Rp. 6.000,-
lVmcjg i 1 vin lip. 1 lijj. 000, -
Jumlah Kp. 104 .000, -

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH UI, 2008


	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran



